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. A, Landasan Pemikiran

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kearsipan, khususnya pada Bab. II Pasal 4, Departemen Keuangan Republik Indonesia merasa
wajib memenuhi dan menindaklanjuti substansi materi yang terkandung dalam Surat Edaran
Menko Wasbangpan Nomor : 197/ MK.WASPAN/5/1999, tanggal 6 Mei 1999 tentang Akuisisi
Arsip Orde Baru. Langkah pertama adalah mempersiapkan pedoman’ sebagai petunjuk
pelaksanaan dalam rangka menjawab kebufuhan teknis konsultatif mengenai garis besar akuisisi

arsip Orde Baru pada unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan. Pedoman ini
secara garis besar menguraikan substansi materi yang mencakup ruang lingkup; materi arsip, dan
pelaksanaan akuisisi, untuk memungkinkan semua unit Kerja dapat mengambil keputusan dalam
rangka akuisisi tersebut agar memperoleh gambaran yang jelas dan dapat mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk merealisasikannya. S e

Arsip pada hakekatnya adalah sebuah endapan informasi terekam dalam bentuk dan- corak
apapun yang tercipta dengan sendirinya apabila sesuatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan
fungsi sesuatu instansi/organisasi itu berjalan. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa arsip
merupakan bukti pelaksanaan kegiatan administrasi’ atau bukti transaksi instansi yang
bersangkutan, Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan bukii transaksi, penggunaan arsip harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik aspek pertanggungjawaban
administrasi (akuntabilitas) maupun keterbukaan informasinya (akses pada arsipnya). Sebagai
endapan informasi terekam, arsip merupakan sebuah substansi informasi, selain informasi yang
berguna bagi instansi penciptanya sendiri (nilaiguna primer) juga informasi yang berguna bagi
instansi atau pihak lain dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara (nilaiguna sekunder).

Akuisisi arsip harus' mempertimbangkan dua bal utama, yaitu aspek’ pembangunan sebagai
bangsa Indonesia dan aspek teknis kearsipan. Aspek pembangunan sebagai bangsa diwnjudkan
melalui pengumpulan bukti-bukti pertanggungjawaban nasional yang terekam dalam- bentuk
arsip, sebagai warisan budaya bangsa yang berfungsi ‘mempertegas simpul-simpul pemersatu
bangsa. Dari ‘aspek teknis diharapkan Departemen Keuangan marnpu melakukan penilaian dan
seleksi arsip yang memiliki nilaiguna pertanggungjawaban nasional, khususnya menyangkut
fungsi dan peran unit kerja masing-masing. | -

Penyerahan arsip yang bernilaiguna pertanggungjawaban nasional ke Arsip Nasional Republik
Indonesia adalah dalam rangka pelestarian dan pewarisan informnasi, sebagai memori kolektif
kehidupan ‘berbangsa dan bemegara mengenai keberadaan dan peran: Departemen Keuangan,
kepada gencrasi bangsa Indonesia yang akan datang. Dengan- demikian setiap unit kerja di
lingkungan Departemen Keuangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat dacrah, memperoleh
kesempatan yang sama untuk melestarikan dan menyampaikan informasi mengenai Keberadaan
dan peran serta yang bermakna bagi bangsa dan negara-kepada generasi mendatang,

Untuk melaksanakan penyerahan tersebut diperiukan pemahaman aspek teknis kearsipan,
khususnya menyangkut pendataan, inventarisasi, penilaian, dan prosedur ‘p;enygrahgnnyg ke
Arsip Nasional Republik Indonesia/Arsip Nasional Wilayah untuk memungkinkan pelaksanaan
akuisisi arsip secara efektif dan efisien. . .- . o - -
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Arsip Orde Baru di lingkungan Departemen Keuangan merupakan endapan informasi terekam
mengenai pelaksanaan kegiatan Departemen Keuangan di masa- Orde Baru, dari tabun 1967 s.d.
fahun 1998, sebagai suatu tahapan perjalanan sejarah pembangunan berbangsa dan bemegara.
Sebagai endapan informasi pclaksanaan kegiatan administrasi atau transaksi yang melekat pada
fimgsi. kelembagaan, akuisisi arsip. Orde Baru. mencakup seluruh arsip bernilaiguna
pertanggungjawaban nasional baik di tingkat pusat maupun daerah selama periode Kabinet
Ampcra dan Kabinet Pembangunan I sampai dengan VIL S

D:sadan bahwa secara teknis kears1pan tidak mungkm untuk dibuat batas putus sesuai periode
kabinet atau berjalannya suatn orde pemermtahan, karena kesinambungan fungsi dan
-administrasi pemerintahan akan tercermin pada arsip dan tidak selalu identik dengan batasan
politis atan kronologis o -

Karena itu dalam pelaksanaarmya dimungkinkan untuk menyerahkan arsip pada periode sebelum
tahun 1967 atau sesudah tahun 1998, tergantung dari pertimbangan teknis kearsipan, Untuk ita
diperlukan petugas-petugas kearsipan di lingkungan Departemen Keuvangan dengan kemampuan
teknis memadai. di setiap unit kerjanya, dan bila perlu dipersiapkan secara khusus melalul
_pendldlkan pelatihan khusus, apresiasi, dan sosialisasi.

Arsxp Orde Baru, scbagal cndapan mfomlas1 pertanggungjawaban nasmnal pada kurun waktu
tersebut, adalah suatu keharusan yang diamanatkan rakyat sebagaimana dapat dilihat pada esensi
Undang-Undang Nomor 7/1971. Begitu besar perubahan fenomena kebangsaan, Bangsa
Indonesia selama periode- Kabinet Ampera dan Kabinet Pembangunan, baik menyangkut aspek
sosial, politik, ekonomi, dan budaya maupun wawasan kebangsaan yang sangat bermanfaat
untuk diteliti, dipelajari dan direnungkan untuk membuat proyeks1 bagi pembangunan nasional di
masa. depan dan sekaligus sebagai informasi kepada generasi mendatang mengenai bagaimana
para pendahulunya bertanggungjawab kcpada bangsa dan negara. Merupakan kewajiban bagi
Departemen - Kevangan untuk melestarikan, mewariskan dan memberikan informasi
pertanggungjawaban nasional secara iengkap, obyektlf efisien . dan efekuif kepada - generasi
‘mendatang, A

Dalam hal ini arsip yang dapat diakuisisi adalah arsip yang tercipta di lingkungan Departemen
Keuangan . yang memiliki nilaiguna pertanggungjawaban nasional, atan arsip yang selama ini
-dikenal sebagai arsip: bernﬂalguna sekunder. Nilai tersebut dapat berupa nilai guna kebuktian
(evidential) baik mengenai keberadaan instansi penciptanya maupun puncak prestasi mtelektual
-orisinal dan atau berisi informasi (informational)- mengenai tokoh nasional/orang perorangan,
lembaga/organisasi, tempat, dan fenomena yang melekat pada peristiwa bersekala nasional.
Dengan demikian setiap. akuisisi harus melalui proses pendataan, inventarisasi, pemlalan, dan
prosedur yang jclas sesuai dengan kctcnman tckms keampan e , : :

Maksuddan Tujuan, |

Maksud Pedoman ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai garis besar ‘dan
ketentuan teknis tentang Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru di lingkungan Departemen
Keuangan. Adapun fujuannya adalah membantu agar para Pejabat/Pegawai Departemen
Keuangan mampu melaksanakan penilaian arsip dalam rangka penyusutan volume arsip di unit
kerja masing-masing sehingga tercapai/tercipta :
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1. Peningkatan pengamanan dan penyelamatan dokumes/arsip penting Departemen Kenangan
dari bahaya kemusnahan. o .

2. Pelestarian.b:ukti pextapggungjavi{aban nasional bagi generasi bangsa masa mendatang.

3. Penyempumaan ‘sistem péngelolaan dokumen/arsip secara menyehimhd:r di lingkungan
Departemen Keuangan. . S N

4. Meningkatkan efisiensi dan cfcktivitas'pémanféatan ruangan“kantbr..' |

5. Meningkatkan kesadaran para Pejabat/Pegawai di lingkungan Depariemen Keuangan akan
pentingnya arsip. S

. Pengertian.

Untuk merﬁperoleh persamaan persepsi dalam memahmtﬁ pedoman ini, pcrlu‘dipél'lami istilah-
istilah sebagai berikut :

1. Akuisisi Arsip adalah proses perluasan khasanah arsip ANRI dé:igan cara menerima arsip
bernilaiguna pertanggungjawaban nasional atau arsip statis dari. unit-unit organisasi di
tingkungan Departernen Keuangan. S S

2. Arsip adalah naskah-naskah scbagéimﬁna dimaksud pasal 1 Undahg-Undang Nomor 7 Tahun
1971 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kearsipan yaitu :

a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lmﬁbaga-lembaga Negaré' dan Badan-
badan Pemerintah dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun
. berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan; .

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleﬁ bédan—badan-swastg dan/atan -p'erorangan,
dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam
- rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. . . L e

3. Nilai Guna Arsip. |
Nilai guna arsip ialah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kei:entingan
pengguna arsip. Ditinjau dari kepentingan pengguna arsip, nilai guna arsip dapat dibedakan
menjadi nilai guna primer dan nilai guna sekunder.

a. Nilai guna primer ialah nilai arsip didasarkan pada keguﬁaan arsip bagi kcpéntingan
lembagw/instansi pencipta arsip. - . - o oo
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. Nilai guna primer meliputi :
1) Nilai Guna Administrasi.

Nilai guna administrasi adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi

- pelaksanaan . tugas dan, fungsi lembaga/instansi. pencipta arsip. Arsip-arsip yang
berisikan hal-hal yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan
umumnya mempunyai nilai guna tmggl dan perlu disimpan lebih lama daripada arslp-
arsip yang sifatnya hanya untuk menunjang kegiatan rutin scharl -hari. . -

") Nilai Guna Hukum.

Arsip mempunyai nilai guna hukum apabila berisikan bukti-bukii yang mempunyai
kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Arsip-arsip
yang mempunyai nilai guna hukum antara lain adalah arsip-arsip yang berisikan
keputusan/ketetapan, perjanjian, bahan-bahan bukti peradilan dan sebagainya.

3) Nilai Guna Keuangan

Ars1p yang mempunyal mla1 guna keuangan adalah arsip yang bcrzs:kan segala hal
ikhwal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan, misalnya
arsip-arsip tentang anggaran belanja, pertanggungjawaban kenangan, pembukuan,
laporan keuangan, laporan pemcnksaan keuangan. dan lain sebagamya

4} Nﬂal Guna Imiah dan Teknologi.

Ars1p yang bermlalguna ilmiah dan tcknologl mengandung data iimiah dan teknologi

scbagai hasil/akibat penelitian murni atau penclitian terapan. Apabila data terscbut

tidak dimanfaatkan secara langsung atau tidak diterbitkan, maka ar31p-ars1p ini
mempunyal _]angka waktu snnpan/rctcns1 yang iama. B

Nﬂalguna sekundcr adalah mla1 arsip yang didasarkan pada kegunaan amp bagi
kepentingan lembaga/instansi lain dan/atau kepentingan umum di luar lembaga/instansi

pencipta arsip dan Kegunaannya sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban
_ nasmnal

Nﬂa1 guna sekunder mehputl :
1) N11a1 Guna Kebuktlan
N:lai guna kebukttan (evidential) terdm dan _)ems-_;ems arsxp yang benslkan

a) Bukti keberadaan suatu organisasi atau lembaga.
b) Bukti tentang prestasi intelektual di lembaga yang bersangkutan.
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Arsip mempunyai nilaj guna bukti keberadaan suatu lembaga apabila mengandung
- fakta dan' keterangan yang dapat digunakan: untuk menjelaskan tentang -bagaimana
- lembaga/instansi itu diciptakan, dikembangkan, - diatur, fungsi’ dan kegiatan = yang
dilaksanakan . serta hasil/akibat kegiatannya itu. Arsip-arsip semacam ini diperlukan
bagi pemerintal/perusahaan karena dapat digunakan sebagai pemandu untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang serupa bagi mercka yang berminat di bidang
administrasi negara/perusahaan. -~ © - S
Scdangkan Arsip yang bemnilai guna prestasi intclekmal adalah arsip yang berisi
informasi tentang suatu prestasi/hasil karya yang sangat menonjol dan original dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang bersangkutan.

2) Nilai Guna Informasional

Nilai arsip pada arsip yang bemilai guna informasional ditentukan olch isi atau
informasi yang terkandung dalam arsip itw  bagi kegunaan berbagai
kepentingan penelitian  dan kesejarahan tanpa dikaitkan dengan lembaga/instansi
penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan
sejenisnya. : 3 .

4, Arsip Nasional Republik Indonesia, selanjuﬁiya‘ disingk’at menjadi ' ANRI, 'meiiputi Arsip
Nasiona! Republik Indonesia Pusat dan Arsip Nasional Wilayah. : S

5. Arsip Dinamis adalah asip yang masih dipergunakan dalam proses penyelenggaraan
administrasi pada seluruh unit-unit organisasi di lingkungan Departemen, Keuangan.

6. Arsip Akiif adalah arsip dinamis yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan
dipergunakan dalam penyclenggaraan administrasi pada seluruh unit-unit organisasi di
lingkungan Departemen Keuangan. o :

7. Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan
administrasi pada seluruh unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan telah
menurun,

8. Arsip Statis, menurut pasal 2 huruf b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
¢ Ketentuan Pokok Kearsipan- adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk

perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, maupun untuk
~. penyelénggaraan sehari-hari administrasi negara. -

9, “Arsip yang tidak bernilaiguna adalah arsip yang telah habis jangka simpannya scbagai arsip
bernilaiguna primer dan tidak memiliki nilai guna sekunder. ‘ S

10. Berita acara penyerahan arsip adalah akia sefah terima arsip antara ANRI dengan suatu

" instansi pencipta arsip.- - R o ,

11. Daftar Pertelaan. Arsip adalah scbagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala ANRI
‘Nomot : 01/SE/1981 tentang Penanganan Arsip Inaktif. Pada prinsipnya adalah daftar yang
berisi susunan teratur butir-butit berkas sesuai dengan’seri arsip yang harus' disimpan
sementara, dimusnahkan, atau diserahkan ke ANRI sebagai arsip statis.
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12. Jadwal retensi Arsip adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah
. Nomor 34/1979 tentang Penyusutan Arsip, yaltu dafiar berisi sekurang-kurangnya jenis arsip

beserta jangka waktu penyunpanmmya sesuai dengan nilai gunanya dan dipakai sebagai
pedoman penyusutan arsip.

13. Lembaga pencipta arsip adalah mstans;/orgamsas:, atau satuan - kcr_;a dalam struktur
. organisasi instansi, yang memiliki fungsi otonomi memadal untuk melaksanakan fungsinya.

14. Penataan Ars:p adalah pcngaturan mformam dan ﬁSlk ars1p unmk kepcntmgan layanan temu
balik (retrzevaﬂ

-15. Klasifikasi arsip adalah pengclompokan arsip atas dasar pcrsamaan masalah secara logm dan
~ sistimatis yang dltuangkan dalam bcntuk kode klasxﬁkam dengan contoh antara lain sebagai
.benkut

1). DL = Pendidikan dan latihan
2). = Hukum
- 3). = Hubungan Masyarakat
" 4). KL= ‘Kerjasama Luar Negeri
5).. KP = Kepegawaian
6). KU = Keunangan
7). OT = ,.OrgamsasxdanKetatalaksanaan
7 8)..7 PL = Perlengkapan '
~ 9).. PM .= Pepanaman Modal -
10). PR = Perencanaan
1)) TU = Kefatausahaan -
12). PI = Perpajakan
- 13). BC = Bea Cukai e _
14). ..o dst.. chkembangkan sesuai dengan kebutuhan

16. Pendataan Arsip .adalah proses pengumpulan data arsip disuatu, instansi untuk mempcrolch
informasi mengenai jenis arsip, tahun, jumlah/volume, medla, kondlsl ﬁsﬂ(, lokas1 dan
kondisi penyimpanan, dan keterangan lainnya.

17. Inventarisasi arsip adalah proses lanjutan dari pcngmnpulan data ars:p (pemlamn awal)
disuatu instansi untuk memperoleh informasi mengenai klasnﬁkasn, tahun, dmknpsn, medla,
volume, jenis arsip, retensi, dan keterangan lainnya. . ‘ .

.18. Penilaian Arsip adalah proses menentukan waktu kapan suatu a.tsxp harus dzsusutkan

berdasarkan nilai gunanya. Penilaian mencakup jenis arsip, tanggal armp, volume, retens1,
media arsip, dan nilai guna arsip.

19, Penyusutan Arsip adalah sebagaunana dlatur pada pasal 2 PP No 34 Tahun 1979 tentang
. Penyusutan Ars1p, yattu berupa kcglatan pengurangan arsip dcngan cara : _

a. Memindahkan arsnp maktxf dari Umt Pengolah ke Unit Kearsxpan dalam hngklmgan
Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintah masing-masing,
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b :quusnahka_n arsip sq'suai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

‘¢, Menyerahkan arsip statis oleh Unit Kearsipan kepada Arsip Nasional.

20. Seri arsip adalah arsip-étau himpunan arsip sebagai satu-unit informasi yang digunakan,
- dipindahkan, diserahkan, atau dimusnahkan sebagai satu kesatuan. - =~ .

21. Tim Akuisisi Arsip Tingkat Nasional, adalah Tim yang dibentuk di ANR], yang mempunyat
“ fugas mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan akuisisi secara nasional. Tim
Akuisisi Arsip Tingkat Nasional juga dibentuk di tiap Arsip Nasional Wilayah yang disebut
dengan Tim Akuisisi Arsip Nasional Wilayah. \

22. Tim Khusus Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru dan Kabinet Reformasi Pembangunan di
lingkungan Departemen Keuangan adalah Tim yang dibentuk oleh Departemen Keuangan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 473/KMK.01/1999 tanggal 5 Oktober 1999
yang mempunyai tugas melakukan apresiasi dan sosialisasi kepada unit-unit/satuan
organisasi di lingkungan Departemen Keuangan mengenai teknis pelaksanaan akuisisi arsip-
arsip yang bernilai pertanggungjawaban nasional, pendataan arsip, penilaian arsip,
mengkoordinasikan pelaksanaan akuisisi, dan membuat laporan kepada Menteri Keuangan.

23. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang mempunyai tugas/fungsi melakukan pengurusan dan
pengendalian surat, penyimpanan dan penyajian arsip inaktif, serta melakukan penyusutan
arsip di lingkungannya.

24. Unit Pengolah adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

D. Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan
(LN 1971 No. 32, TL.N No. 2964);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (LN 1979 No. 51
TLN No. 3151},

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubab/ditambah
terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997,

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5 Surat Edaran Menko Wasbang Pan Nomor : 197/MK. WASPAN/5/1999 tanggal 6 Mei 1999
tentang Akuisisi Arsip Orde Baru.
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6. Keputusan Mentem Keuangan Nomor KEP-4OS/MK/6/4/ 1975 tentang Orgamsam dan Tata
Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 54/KMK.01/1999,

7. -Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 473/KMK.01/1999 tentang Tim Khusus Akuisisi
Nagional Arsip Orde Baru dan Kabinet Reforma51 Pembangunan di lmgkungan Departemen
Keuvangan;

8. 'Kepunman Kepala Arsxp Nasxonal Nomor : KN 20/66/36f1999 tentang Tnn Naswnal
.. Akuisisi Nasional Arsip Orde. Baru dan Kabinet Pembangunan - ‘ .
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A." Arsip Orde Baru
. Dari aspek materi akuisisi arsip orde baru r_nenjangkut hal-hal scbagai berikut :

1. Secara umum yang dimaksud arsip orde baru adalah arsip yang tercipta di instansi-instansi
pemerintah dalam kuiun waktu 1967-1998. Namun demikian, batas waktu terscbut bersifat
fleksibel. Secara teknis, mengakuisisi arsip tidak dapat ditentukan secara batas putus
berdasarkan tahun, karena informasi dalam arsip merupakan rangkaian kegiatan yang

. berkesinambungan. N 7 ' _
" Oleh karena itu untik melakukan akuisisi harus memperhatikan perubahan sistem kearsipan,
serta perubahan tugas dan fungsi kelembagaan suat instansi. Dengan demikian tidak
. tertutup. kemungkinan arsip-arsip yang terakuisisi berasal dari waktu sebelum tahun 1967
atau sesudah tahun 1998.

2. Unit pengolah/pencipta arsip mencakup: seluruh satuan kerja di lingkungan Departemen
‘Keuangan sejak, Kabinet Ampera sampai dengan Kabinet Pembangunan. VIL Dengan
demikian akuisisi mencakup arsip dari semua satuan kerja di lingkungan Departemen
Keuangan vang ada scbagai konsekuensi dari penyelenggaraan sebagian tugas umum
pemerintah dan pembangunan di bidang keuangan, perubahannya, baik ditingkat pusat
" maupun ditingkat dacrah. - CO

3. Arsip, Orde Baru mencakup semua arsip yang'tércipta‘karena pelaksanaan fungsi organisasi
~ di lingkungan Departemen Keuangan pada periode tersebut, baik yang masih aktif, inaktif,
maupun statis. ' I '

-~ 4, Substansi informasi arsip yang diakuisisi, mencakup scluruh aspek kegiatan ‘administrasi
pemerintahan pada lembaga pencipta arsip dan dilakukan sccara selektif terutama yang
. :bemjlgiguna pertanggungjawaban nasiomal.

* 5, Untuk memperolch gambaran pasti mengenai materi arsip, tiap unit Kearsipar di ingkungan
Departemen Keuangan perlu melakukan pendataan dan inventarisasi arsip. -

6. Untuk memperoleh gambaran jelas dan menentukan mengenai arsip yang bernilaiguna
pertanggungjawaban nasional, Tim Khusus Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru dan Kabinet
Reformasi Pembangunan Departemen Keuangan perlu melakukan penilaian arsip di seluruh
satuan kerja di lingkungan Departemen Keuangan. g :

7. Arsip Orde Baru di lingkungan Departemen Keuangan yang akan didata, diinventarisir,
dinilai, dan diserahkan ke ANRVANWIL adalah bukan dokumen/arsip dalam arti lembar per
lembar tetapi arsip yang sudah disusun secara memberkas, yang cara pemberkasannya ada 3
macam bentuk, yaitu : . L
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a. Dosier : adalah berkas arsip yang ditata/disusun atas dasar kesamaan urusan atau

kegiatan.

Contoh : berkas penyempumaan organisasi D1t_13n Bea dan Cukai tahun 1985, Berkas

. arsip tersebut meliputi dokumen-dokumen mulai dari terbitnya Inpres 4 Tahun 1985
* sampai dengan ditetapkannya Keputusan Meniteri Keuangan tentang Penyempmnaan
. Orgamsas1 Ditjen Bca dan Cukai, yang terdiri dan '

1
2)

3)
4

5

‘Inpres Nomor 4 Tahun 1985;
Pokok-pokok pikiran untuk penyempurnaan orgamsas1 Dltien Bea dan Cukal sebagai

pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 1985;

Surat usulan Ditjen Béa dan Cukai képada Menten Keuangan bescrta lamplrannya

Dokumen-dokumen hasil pembahasan bersama intem Depa.rtemen Keuangan (antara
Ditjen Bea dan Cukai dengan Sekretariat Jenderal/Biro Organta ); . . :

Dokumen-dokumen pendukung hasil analisa pengukuran beban kexja/anahba jabatan,
niota dinas telaahan Kepala Biro Organta kepada Sekretans Je.nderal dan Nota Dinas

& : Sekretaris Jenderal Lepada Mentcn Keuangan

6
7
-

2)

Surat usulan Menteri Kcuangan kcpada Menpan beserta lampn'annya (Rancangan
Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyempumaan
Organisasi dan Tata Kerja Ditjen:Bea dan Cukai), e
Dokumen hasil-hasil pembahasan antara Departemen Keuangan dengan s;af Kantor
Menpan; o

Keputusan Presiden Republik Indonesxa tentang Penyempumaan Susunan Orgamsas1

~ Ditjen Bea dan Cukai; -

Surat persetujuan Menpan kepada Menten Keuangan bcserta lamp1rannya berupa

-Rancangan . Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyempumaan Orgamsas: dan

Tata Kerja Ditjen Bea dan Cukai yang sudah disetujui;

10) Surat Keputusan Menteri Keuangan fentang Penyempumaan Orgamsas1 dan Tata

Kertja Dltjen Bea dan Cukal (termasuk verba]nya)

' Rubrik : adalah befkas' érsip- yang ditzitéfciisusﬁn atas dasarkcsamaan masaléh. B

-~ Contoh 1 ,
- _; 1) Masalah cut;
2) Masalah tagthan;

3) Masalah perbankan.
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. Seric : adalah berkas arsip yang ditata/disusun atas dasar kesamaan jenis.
Contoh : _ : - Y
_' 1) Kumpulan Keputusan Menten Keuangan, |
2) Kumpulan Keputusan Pres1den
3) Kumpulan Surat Edaran Menpan.

B. Arsip. Bermlalguna Pertanggung; awaban Nasnonal

Secara garis besar ars:p bernﬂalguna pertanggtmg]awaban nas10nal dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu : . _ -

1. Arsip bernilaiguna evidential (kebuktian/keberadaan), yaitu arsip yang antara lain berisi :

-a. Bukti keberadaan sesuatu institusi; dan atau’ -
b. Bukti tentang prestasi intelektual di instansi bersangkutan.

Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut & . - -

a. Arsip yang bernilaiguna bukti keberadaan adalah arsip.yang memuat informasi tentang
bagaimana suatu lembaga diciptakan, dikembangkan, dirubah, atau diatur serta
informasi fentang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang bersanglmtan

Conioh : 1) Produk hukum yang bersifat pengaturan, termasuk nsalah-nsaiah yang
memuat tentang proses penyusunannya, misalnya : .-

* Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, -

N 2) Produk hukurn vyang bersifat penetapan “termasuk ‘risalah yang memuat
~informasi tentang proses penetapannya, misalnya :

* Keputusan Menteri Keuangan tentang Likuidasi Bank-B ank..

. * Kontrak/transaksi . yang diadakan oleh unit 0rgan1sas1/mstans1 yang
. mempunyai. .. akibat yurldls dan  umum  yang - bersifat

- nasmnalfmternaswnal mulai. dan latar belakang yang merupakan

- pokok-pokok pikiran dan proses ditétapkannya  kontrak/transaksi

tersebut;

'b. Bukti tentang prestasi intelektual -adalah arsip yang berisi informasi- teritang suatu
. prestasi/hasil karya yang sangat menonjol dan- orisinil - dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi yang bersangkutan, misalnya :
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1) Kebijaksanaan di bidang ekonomi, fiskal dan moneter yang bersifat nasional
maupun internasional serta latar belakang yang merupakan pokok-pokok pikiran
dan proses ditetapkannya kebijakan tersebut;

2) Kebijaksanaan tentang Kemudahan Pelaksanaan El;s_por/Impqr, -
2. Amip bemilaiguna informasional, vyaitu arsip-arsip yang memuat informasi tentang
lembaga/organisasi, tempat, fenomena, yang melekat pada peristiwa yang memiliki makna
berskala nasional, dan perorangan atau tokoh plmpman umt organ1sas1/mstans1 Pemermtah

yang dapat dikategorikan sebagai tokoh nasional.

a. Arsip tentang Lembaga/Organisasi :

Conioh : 1) Arsip organisasi dan tata kerja Ditjen Moneter dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 12/KMK.01/1979 tanggat 13 Januari 1979.
- 2) Sejarah suatu unit organisasi/instansi serta latar belakangnya.
3) Prosedur dan tata kerja suatu unit organisasi.

b. -Arsip tentang tempat.

Contoh : Arsip tentang Program Pembukaan Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kahmantan
Tengah.

c. Arsip tentang fenomena.

Contoh Arsip mengenai- memngkatnya psngangguran dan tmdak ke_]ahatan di Indonesia
" aklbat kr131s moneter ' :

d. Ars1p tentang penstlwa ‘ _
Contoh Penyelundupan mobﬂ mewah olch Roby Cahyach SRR
e. Ars:p tcntang tokoh nas:onai o . )

.Contoh : 1) Arsip tentang Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2) Arsip tentang Tokoh Perjuangan Osang Repoeblik Indonesia (ORI).

D. Sumber Daya Manusia =~

: Untul{ mendukiing'proses akuisisi, Departemen Keuangan perlu mempersiapkan sumber daya
manusia yang mampu melakukan seluruh proses akuisisi, dengan jalan memberikan penyuluhan
“kepada tenaga kearsipan schingga mampu menangani secara teknis pelaksanaan akuisisi arsip.

B. Sarana

Setiap unit. kerja harus mempersiapkan sarana- yang .diperlukan dalam pelaksanaan akuisisi,
\mencakup keg;atan pendataan, penataar, pemlalan, dan penyerahap arsip di_lm.gkunga:mya
masing-masing. ,
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PELAKSANAAN AKUISISI

_ Dalam rangka pelaksanaan akuisisi nasional: atsip orde- baru di lingkungan Departemen Keuangan,
diperlukan sarana dan langkah-langkah kegiatan yang mehpun -sosialisasi, pendataan, inventarisasi,
penilaian atas nilaiguna arsip, dan penyerahan arsip yang mempunyai nilaiguna pertanggungjawaban

" "nasional kepada Arsip Nasional Repubhk Indonesm!Armp Naswnal Wﬂayah

A. Organisast Kearsipan -

. Untuk melaksanakan akuisisi nasional arsip, orde baru dan kabmet reformas: pembangunan di
- “lingkungan Departemen Keuangan perlu’ adanya organisasi kears1pan yang jelas. Orpanisasi
kearsipan di lingkungan Departemen Kcuangan terdiri dan Umt Keamlpan dan Unit Pengolah baik

- di tingkat Pusat manpun Dacrah, - "

L Unit.Kcarsipan di lingkungan Dcpart_cmen Keuangan adal;a_h :

a Kantor Pusat

1) Sekretanat J enderal

: -

‘b.

g

- h

i

Bagian Arsip dan Penggandaan Biro Unium sebagai - Unit Kearsipan Sekretariat
Jenderal, sekaligus Unit Kearsipan Pusat untuk Departemen Keuangan.

“Subbagian Tata Usaha Biro pada Bn'o Percncanaan dan HKLN sebagai Unit Kearsipan

Biro Perencanaan dan HKLN;-

Subbagian Tata Usaha Biro pada Biro Keppgawaian sebagai Unit Kearsipan Biro
Kepegawaian; ' '

Subbagian Tata Usaha Keuangan pada BIIO Keuangan sebagm Umt Kearsipan Biro
Keuangan;

‘¢.. Subbagian Tata Usaha Biro.pada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sebagai Unit

Kearsipan Biro Organisasi dan Ketatalaksaraan; -

Subbagian Tata Usaha Biro pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai Unit
Kearsipan Biro Hukum dan Humas; .~ -

Subbagian Tata Usaha Biro pada Bn'o Tata Usaha BUMN scbagal Unit Kearsipan Biro
Tata Usaha BUMN,;

Subbagian' Tata Usaha dan. Rumah- Tangga pada Sck.retanat BPSP sebagai Unit
Kearsipan Sekretariat BPSP; IR

Subbagan Tata Usaha pada BlIO Umum sebagm Unit Kearmpan Biro Umumn.

2) Inspektorat J enderal

a.
b,

Baglan Umum pada Sckretanat ItJen scbagal Umt Kears1pan Inspektorat Jenderal;
Subbag:an Tata Usaha pada Sekretanat Impektorat Jenderal
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3) Direktorat Jenderal Aﬁggziran

4)

A

A

Bagian Umuri'pada Sekretariat D:rektorat Jenderal Anggaran sebagal Umt Kears:pan
Direktorat Jenderal Anggaran, =

' Subbagaan Tata Usaha ‘pada. Sekretariat Du‘ektorat Jenderal Anggaran sebagm Umt

Kearsipan Sckretariat Direktorat Jenderal Anggaran;

Subbagian Tata Usaha pada Direkiorat Pembinaan Anggaran I sebagai Unit Kearsipan
Direktorat Pembinaan Anggaran I,

Subbaglan Tatd Usaha pada chkmrat Pembmaan Anggaran i sebagal Umt Kearmpan
‘Direktorat Pembinaan Anggaran o

Subbagum Tata Usaha pada Dwektorat Pembmaan Anggaran ]]1 scbagal Umt Kearsipan |
Direktorat Pembinaan Anggaran IIT;

Subbagian Tata Usaha'pada Direkiorat Pembinaan Kekayaan Negara sebagai Unit
Keargipan Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara;

Subbagian Tata Usaha pada Direkiorat Tata Usaha Anggaran scbagal Umt Kearsipan
Direktorat Tata Usaha Anggaran;

Subbagian Tata Usaha pada Dzrcktorat Dana Luar Negeri sebagal Unit Kearsipan

. _Duektorat Dana Luar Negeri; .

Subbagian Tata IJsaha pada Pusat Pcngolahan Data dan, Informasl Anggaran sebagai
Unit Kearsipan Pusat Pengolahan Data dan InfqnnasLAnggaran

Direktorat Jendéral Pajak -

b.

Bagian Umum- pada Sekretariat- Direktorat Jenderal Pajak scbagm Unit Kearsipan

Direktorat Jenderal Pajak;

.Subbagian Tata Usaha pada: Sckrctanat Direktorat Jcnderal Pa_;ak sebagai Unit

Kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak;

Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Perencanaan dan- Potenm Perpajakan sebagai
Unit Kearsipan Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan;

. Subbagian ‘Tata Usaha pada Direktorat Pcraturan Pelpajakan sebagal Unit Kearsipan

Direktorat Peraturan Perpajakan;

Subbagian Tata Usaha.pada Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional sebagai
Unit Kearsipan Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional;

--Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung

Lainnya sebagai Unit Kearsipan Direktorat Pertambahan Nllai dan Pajak Tidak
Langsung Lainnya; AR ‘

Subbagian Tata Usaha pada Dircktorat Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Unit
Kearsipan Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan;

Subbagian Tata Usaha’ pada D:r_ektorat Pemetiksaan Pajak séba‘gai Unit Kearsipan
Direktorat Pemeriksaan Pajak;

Subbagian Tata Usaha pada Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan sebagai
Unit Kearsipan Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan.
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5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

A

6)

a.

Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukal scbagai Unit
Kearsipan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

* Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bea 'dan Cukai sebagai Unit

Keearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukat;

Subbaglan ‘Tata Usaha pada Direktorat Perencanaan Pcnemnaan sebagai Unit
Kearsipan Direktorat Perencanaan Penerimaan; .

‘Subbagian Tata Usaha pada Duektorat Tckms Pabean sebagal Unit Kearalpan

Dircktorat Tekuis Pabean,;

"Subbaglan Tata Usaha pada Dﬂektorat Fasxhtas Pabcan sebagal Unit Kearsipan

Direktorat Fasilitas Pabean;
Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Cukaa sebagax Umt Ic_ears1pan Direktorat Cukai;

Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Pencegahan dan Penyad:kan sebagai Unit
Kearsipan Direktorat Pencegahan dan Peny1d1kan ;

Subbagian Tata Usaha pada Dlrektorat Venﬁkas1 dan Audlt sebagal Unit Kearsipan

- Direktorat Verifikasi dan Audit;

Subbagian Tata Usaha pada Du:ektorat Kepabcanan Intemasmnal sebagai Unit
Kearsipan Direktorat Kepabeanan Internasional; '

Subbagian Tata Usaha pada Pusat Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai
sebagai Unit Kcars1pan Pusat Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai.

‘Direktorat J enderal Lembaga Keuangan | |
" Bagian Umum pada Sekretariat Dircktorat Jenderal I_zmbaga Keuangan sebagai Unit

Kearsipan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan; -

. Subbagian Tata Usaha pada Sckretariat Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan

sebagai Unit Kearsipan Sekretariat Dircktorat Jenderal Lembaga Keuangan;

Subbagian Tata Usaha pada ‘Direktorat Asuransi scbaga.l Umt Kearsxpan Direktorat
Asuransi;

- Subbagian ‘Tata Usaha pada Direktorat Dana Pensnm sebagat Unit Kearsipan

Direktorat Dana Pensiun;

Subbagjan Tata Usaha“pada Direktorat Pengelolaan Penerusan ijaman sebagai Unit
Kearsipan Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman; '

Subbagjan Tata Usaha pada Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak sebagai
Unit Kearsipan Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak;

Subbagian Tata Usaha pada Dircktorat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai sebagai
Unit Kearsipan Dlrektorat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Pemlal
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7) Badan Pengawas Pasar Modal

8

-9),

a.

L

a.

Bagian Umum pada. Sckrotariat Badan scbagai | Umt Kaars:pan Badan Pengawas Pasar
Modal; .

Subbagian . Tata Usaha pada Sckretanat Badan sebaga1 Umt Kears1pan Sekretariat
Badan Pengawas. Pasar Modal;

Subbagjan Tata Usaha pada Biro Perundang—undangan dan Bantuan Hukum sebagai
Unit Kearsipan Biro Penmdang—undangan dan Bantuan Hukum;

Subbagian Tata Usaha pada Biro Pemeriksaan dan Penyldlk.m scbagal Unit Kearsipan
Biro Pemeriksaan dan Penyidikan;

Subbagian Tata Usaha pada Biro Pcngclolaat_l Investas1 dan Riset sebagai Unit
Kearsipan Biro Pengelolaan Investasi dan Riset;

Subbagian Tata Usaha pada Biro Transaksi dan Lembaga Efek sebagal Unit Kearsipan
Biro Transaks1 dan Lembaga Efek '

Subbaglan Tata Usaha pada BI.I'O Pemlalan Keuangan Pemsahaan I sebagai Unit
Kea:slpan Biro Pcmlalan Keuangan Perusahaan I

Subbaglan Tata Usaha pada Biro Pemlaxan Keuangan Perusahaan I[ sebagai Unit
Kearsipan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I

Subbagian Tata Usaha pada Biro Standar Aklmtansx _

'Badan Anahsa Keuangan dan Moneter

Bagian Umum pada Sekretanat Badan sebagal Umt Keampan Badan Analisa
Keuangan dan Moneter;

Subbagian Tata. Usaha pada Sekretariat Badan. sebagal Unit. Kears1pan Sekretariat
Badan Analisa Keuangan dan Moneter;

. Subbagian Tata. Usaha pada Biro Analisa APBN scbagm Unit Kears1pan Biro Analisa
- APBN; '

- Subbagian Tata Usaha pada Biro Analisa Moneter scbagal Unit- Kcarsxpan Biro Analisa

Moneter;

-Subbagian Tata Usaha pada Biro Analisa Keuangan Daerah- sebagal Unit Kearsipan

Biro Analisa Keuangan Daecrah;

Subbagian Tata Usaha pada Biro Peng,kaglan Ekonomi dan Keuangan sebagai Unit
Kearsipan Biro Pengkajian Ekonomi-dan Keuangan. S

Badan Pel,é'_‘{ananj' Keﬁiudahan:_E:kspb:f dan Pgngdlai}éﬂ Data Keuangan

" - Subbagian Tata Usaha pada- Sekretariat Badan sebagai Umt Kcax'slpan Badan Pelayanan
Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan. :
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'10) Badan Urusan Piutaiig dan Lelang Negai‘a:

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Sekretariat Badan sebagal Unit Kearsipan
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara,

Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Badan sebagai Unit Kcamlpan Sekretariat
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara,

Subbagian Tata Usaha pada Biro Piutang Negara Perbankan sebagai Unit Kearsipan
Bu'o Piutang Ncgara Perbankan

'Subbaglan Tata Usaha pada BH‘O Plutang Negara Non Perbanka.n sebagai Unit

Kearsipan Biro Piutang Negara Non Perbankan;

Subbagian Tata Usaha pada Biro Lelang Negara sebagai Unit Kcars1pan Biro Lelang

-~ Negara;

Subbagian Tata Usaha pada Biro Informasx dan Hukum sebaga1 Umt Kearsipan Biro

.Informasx dan Hukum

Badan Akuntans1 Keuangan Negara

a.

Bagian Umum pada Sekretariat Badan sebagai Unit Kearsipan Badan Akuntansi
Keuangan Negara,

Subbagian Tata Usaha pada Sekretanat Badan sebagal Umt keamxpan Sekretariat

- - Badan Akuntansi Keuangan Negara,

Subbagian Tata Usaha pada Biro Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagal Unit

Keéarsipan Biro Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

Subbagian Tata Usaha pada Biro Pembinaan Sistem Akuntansi Negara sebagai Unit
Kearsipan Biro Pembinaan Sistem Akuntansi Negara;

Subbagian Tata Usaha pada Biro Perhitungan Anggaran Negara sebaga1 Unit

Kearsipan Biro Perhitungan Anggaran Negara;

Subbagian Tata Usaha pada Bito Tata Usaha Tiventaris Kekayaan Negara sebagai Unit
Kearsipan Biro Tata Usaha Inventaris Kekayaan Negara.

Badan Pendidikan dan Lauhan Keuangan

a

”Baglan Umum pada Sekretariat Badan sebaz,al Unit Kears:pan Badan Pendidikan dan

Latihan Keuangan;

‘Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat- Badan sebagal Umt Kearslpan Sekretariat

Badan Pendidikan dan Tatihan Keuvangan;

'Subbaglan Tata Usaha pada Pusat Pendidikan dan Latxhan Pegawm sebagai Unit

Kearsipan Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;  *

' Subbagian Tata Usaha pada Pusat Pendidikan dan Latlhan Anggaran sebagai Unit

Kears1pan Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran; -

Subbagian Tata Usaha pada Pusat ‘Pendidikan dan’ Latihan Perpajakan sebagai Unit
Kearsipan Pusat Pendidikan dan Latikan Perpajakan; -
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f. Subbagian Tata Usaha pada Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukal sebagax Unit
Kearsipan Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai; -

g Subbagian Tata Usaha pada Pusat Pendidikan dan Latihan Umum sebagai Unit
Kearsipan Pusat Pendidikan dan LatlhanUmmn

"b. Kantor Vartkal N |
1) Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran . .

S Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan pada Kantor Wﬂayah T1pe ‘A Direktorat Jenderal
-+ Anggaran sebagai Unit Kcars1pan Kantor Wilayah T1pe A Dlrcktorat Jenderal

Anggaran;
b. Subbagian Tata Usaha dan 'Kepcgawaian pada Kantor Wilayah Tipe B Direktorat
Jenderal Anggaran scbagal Umt Kearmpan Kantor Wﬂayah T1pe B Direktorat Jenderal
- Anggaran; . B
¢. Subbagian Umum pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Txpe A, B C,dan D
sebagai Unit Kearsipan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
d. Subbagian Umum pada Kantor Tata Usaha Anggaran Tipse A dan B sebagai Unit
. Kearsipan Kantor Tata Usaha Anggaran. ‘ _

2) Kanmr Vcrtlkal Direktorat Jenderal Pa_}ak

a. Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan pada Kantor Wﬂayah Du‘cktorat Jenderal Pajak
_sebagai Unit Kearsipan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

b. Subbagian Tata Usaha pada Kanior Pelayanan Pajak sebagai Unit Kearsipan Kantor
Pelayanan Pajak;

¢. Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pciayanan PaJaL Burru dan Bangunan scbagal Unit
. Kearsipan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

d. Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pemeriksaan dan Penyudﬂcan Pa_]ak scbagaa Unit
- Kearsipan Kantor Pemeriksaan dan Pcnyldxkan Pa_]ak o

3) Kantor Vertikal Dlrektorat Jcnderal Bca dan Cukal

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Kantor Wilayah Direktorat Tenderal
: Bea dan Cukai sebagai Unit Kearsipan Kantor . Wilayah Dlrcktorat Jendcral Bea dan

Cukai;

- b. Subbagian Umum pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukal Tipc A dan B sebagai Unit
Kearsipan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A dan B; '

c. Urusan Umum pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C sebagm Umt Kearsipan
Kantor Pelavanan Bea dan Cukax Tipe C; .

-+ d. Subbagian Umum pada Pangkalan Sarana Ope:ras1 Bea dan Cukal T1pe A sebagai Unit
Kearsipan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A; -

€. Urusan Umum pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai T1pe B sebagaa Unit
Kearsipan Pangkalan Sarana Operam Bea dan Cukal Tipe B, =
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f. Subbagian Umum pada Balai Pengujian dan Idcnnﬁkam Barang sebagal Unit Keampan
- Balai Pengujian dan Identifikasi Barang; - -

B ..g Urasan Um“m pada Loka Pengujlan dan Ident:ﬁkam Barang sebagau Umt Kcars1pan
‘ Loka Pengujlan dan Ident:ﬁkam Barang

| é}l)‘ Kantor Vertikal Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengclahan Data Keuangan

| Subbaglan Umum pada Kantor Pelayanan Kemudahan Ekspor chmnal Tipe A dan Tipe B |
sebagai Unit Learmpan Kantor Pelayanan Kemudahan Ekspor. Regional Tipe A dan
Tipe B.

5) Kantor Verhkal Badan Urusan Pmtang dan Lelang Nagara

a. :Subbagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah BUPLN: sebagai Unit Kcarsxpan Kantor
© . 'Wilayah Badan Urusan Piutang dan 1 elang Negara; - -

b. Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutan‘g' Negara Tipe A
sebagal Umt Kearsipan Kantor Pelaya.nan Pengurusan Piutang Negara Tipe A;

'_-.j'c. Urusan Tata Usaha pada Kantor. Pelayanan Pengurusan Piutang Ncgara Tipe B sebagai
Unit Kearmpan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Tipe B;

d. Subbagian Tata Usaha pada Kantor Lelang Negara Tipe A sebagal Umt Kearmpan
- Kantor Lelang Negara Tipe A;

| e Urusan Tata Usaha pada Kantor Lelang Negara Tipe B sebagal Umt Kears1pan Kantor
Lelang Negara Tipe B. _
" 6) Kantor Vemkal Badan Akuntansi Keuangan Ncgara
Subbagian Umum pada Kantor Akuntans1 Regmnal sebagal Unit Kears;pan Kantor
Akuntans1 Reglonal ) _

7). Kantor Vertikat Badan Pendldlkan dan Latihan Keuangan
Subbagian Umum pada Balai Diklat Keuangan scbagal Umt Kearsipan Balai Dﬂdat
- 0 Keuangan. -

2 ‘Unit Pengolah adalah semua satuan ketja di hngkungan Set_;en, Dltjen, Itjen, dan Badan dalam
angka melaksanakan tugas pokok dan ﬁmgsmya

. Pmsedur Pelaksanaan Akmsm Arsnp

Keglatan akmsm terhadap ars1p-a.r31p yang tersnnpan pada Unit Kcarmpan dan Unit Pengolah
dﬂakukan dengan langkah-langkah sebagal berikut : .

ngkat Pusat S

1. Umt Kearsupan pada masing-masing unit organisasi eselon I dibantu dengan Umt Pengolahnya

. .melakukan pendataan terhadap semua arsip-arsip tahun 1967 s.d. 1998 yang. fersimpan pada Unit

* Kearsipan dan Unit Pengolah, untuk mengetahui mengenai jenis arsip, tahun, - jumlah/volume,
media, kondisi fisik, lokasi dan kondisi penyimpanan, dan keterangan lainnya.
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Sctelah'.,d'ilakilkaﬁ pendamﬁ, Unit Kearsipaﬁfpada. masing-masing unit orgamisasi eselon II

.melakukan seleksi awal terhadap arsip yang sudah didata untuk menyeleksi arsip-arsip vang

'~ merapunyai filai guna pertanggungjawaban nasional, dengan cara mengklasifikasikan jenis arsip

unfuk dicatat ke dalam Daftar Inventarisasi Arsip, untuk mengetahui klasifikasi arsip, tahun,
deskripsi, media, volume, jenis arsip, retensi arsip dan keterangan lainnya.

Uit Kearsipan' esclon Il melaporkan hasil inventarisasi kepada Pﬁnpihhn_ esrc?._llarll'_ I masing-

masing; - _ ‘ _
Pimpinan ¢sélon I meneruskan hasil inventarisasi tersebut kepada :

a. Di lingkungan Sekretariat Jenderal laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Kepala
Biro Umum; : : T

bl Di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan laporan hasil inventarisasi

Lh

disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Dircktorat' Jenderal, dan

- Sekretaris Badgn;

Sekretaris Inspekiorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretéﬁ,é; Badan, dan Kepala

. +Biro’ Umum melakukan seleksi lebih lanjut terhadap laporan hasil inventatisasi arsip, sesuai

=1

10,

1L

dengan fungsinya-sebagai Unit Kearsipan pada unit organisasi esefon I masing-masing, .

Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Dirckiorat Jenderal, dan _Sel.c"r'etaﬁé .Badan wajib
menyampaikan hasil inventarisasi dan penyeleksiannya tersebut kepada Sckretaris Jenderal u.p

-Kepala Biro Umum -

Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Umum mencruskan usulan 't.ersebl-lut' kepada Tim Khusus
Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru dan Kabinet Reformasi Pembangunan ¢ lingkungan

Departemen Keuangan untuk melakukan penilaian.

Tim Akuisisi tersebut melakukan penilaian atas arsip-arsip yang tefcaﬁti;m dalamdaftar hasil
inventarisasi arsip, apakah arsip tersebut memenuhi syarat untuk diserahkan kepada ANRI

Hasil penilaian tim akuisisi dilaporkan oleh Ketua Tim kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala
Biro Umum disertai rekomendasi penyelesaian lebih lanjut, o | _

Kepala Biro Umum melakukan konsultasi kepada ANRI mengenai al‘siii?arsip statis yang akan
diserahkan.

Sekretaris Jenderal n.p Kepala Biro Umum. setelah melakukan konsultasi dengan ANRI,
membuat surai pemberitahuan kepada Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan serta -Kepala Biro pada
Sekretariat Jenderal dan Sekretaris BPSP yang mengusulkan agar segera memindahkan arsip-
arsip yang telah direkomendasi memenuhi syarat tsb kepada Biro Umum, Seksetariat Jenderal
Departemen Keuangan dengan dibuatkan Berita Acara Pemindahan Arsip dengan menggunakan

- contoh formulir VL

Kepala Biro Umum, selanjutnya atas nama Sekretaris Jenderal Departemer;h Keuangan
menyerahkan arsip-arsip yang bemnilai pertanggungjawaban nasional tersebut kepada- Arsip
Nasional Republik Indonesia dengan membuat Berita Acara Penyerahan Arsip statis sesuai

. - contoh fornmulir VI

13.
 Sekretaris Jenderal, dan Pimpinan unit ¢selon I vang bersangkutan, -

Kepala Biro Umiim melaporkan hasil penyerahan -arsip tersebut kepada Menteri Keuangan,
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Tingkat Daerah

o hantor Operasional) dlbantu olch Umt Pcngolahma melakukan pendataan tcrhadap SEIia arsip-
arsip tahun_ 1967 s. d. 1998 vang tcrsnnpan pada Unit Kearsxpan maupun Umt Pengolah

Umt hearslpan pada masmg-masmg kantor Vemkal (Kantm Wﬂayah Dltjem’Badan dan atau

Unit Kcars1pan pada masing-masing Kantor Wﬂayafleantor Operasu)nal dibantu oleh Unit

" Pengolahnva ‘melakukan seleksi awal tcrhadap arsip yang sudah didata: untuk menyeleksi -arsip-

ars1p yang mempunyai nilai guna pertanggungjawaban nasional dengan cara mengklasﬂasﬂsan
Jems arsip untuk dicatat ke dalam Daftar Inventarisasi Amp : ‘

. 8. Unit Kearsipan pada Kantor Wilayah melaporkan hasﬂ mventansam tersebut kepada Kepala

+ Kantor Wilayah yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala

. Biro Umum dan Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan yang bersangkutan.

'b. Unit Kearsipan pada‘Kantor Operasional melaporkan hasil inventarisasi tersebut kepada

Kepala Kantor Operasional yang bersangkutan, dengan fembusan kepada Sekretaris Jenderal
‘u.p Kepala Biro Umum , Sekretaris Direktorat’ JenderalfBadan vang bersangkutan dan
Kepala Kantor Wilavah atasannva

¢ Kepala Bito Umum dan Sekretaris Ditjen/Badan selambat—lambamya 1 (satu) bulan setelah

“menerima “laporan’ tersebut - ‘dapat memberikan’ saran/penidapat - terhadap laporan hasil
inventarisasi tersebut kepada Kepala Kantor Wﬂavah/Kepala Kanior operasmnal yang
- bersangkutan. - _ . o . S _

Kepala Kantor Wﬂay’ahr’l{épzﬂa Kzintor'(jpérasiénal‘ melakukan pénﬂaian"apaii;ih ‘arsip-arsip yang

‘sudah diinventaris tersebut memenuhi syarat untuk diserahkan kepada ANWIL. Penilaian tersebut

dapat dilakukan oleh Tim Akuisisi. Nasional. Arsip Orde -Baru dan Kabinet Reformasi

. Pembangunan Kantor Wilayah/Kantor Operasmnal vang dibentuk Oleh Kepala Kantor Wilayah.
.Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor, Operasional  yang bersangkutan setelah melakukan

= konsultasi terlebih dahulu dengan ANWIL, melakukan pcnyerahan ars1p Lepada Ar&up Nasional

Wilayah, dengan menggunakan Berita Acara Penverahan: Arsip. "0 Hon

‘Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Opetasional vang telah melakukan penverahan arsip

- kepada Arsip Nasional Wilayah, melaporkan kepada Sckrctarls J enderal u. p Kep11a Biro Umum

. dan mepman unit esclon I masmg-masmg

Catatan Khusus P R SRR

Khusus ‘untuk Kantor Wilayah/Kantor operasional ' yang berada -di - wilayah DKI Jakarta,
penyerahan arsip kepada Aisip' Nasional - Republik Indonesia dilakukan melalui  Sekretaris
Jenderal u.p Kepala Biro Umum.

_Prosedur, pelaksanaan.. akuisisi arsip pada Kantor Wﬂayalv’hantox Operasmnal khusue. vang

berada di mlayah DKI Jakarta adalah sebaga:l benkut

- a U:mt Kcars1pan pada masmg—masmg Lantor vcrt:l».al (Rantor Wﬂervah Dxt_]emBadan dan atau

Kantor Operasional) dibantu oleh Unit Pcngolahnva melakukan pendataan terhadap - semua
arsip-arsip tahun 1967 s.d. 1998 yang tersimpan pada Unit Kearsipan maupun Unit Pengolah.
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Unit Kearsipan pada masing-masing Kantor Wﬂayah/Kantor Operasional dibantu oleh. Unit

' Pengolahma melakukan seleks: awal’ terhadap arsip. yang sudah didata untuk menveleksi

R arsip-arsip - yang mempum’al mlm guna pertanggungjawaban nasmnal dcngan ~cara

mengldasaﬁkas:kan Jems arslp “untuk dicatat ke dalam Daﬁar Invenmnsam Amp ‘
.. Lumt Kearsxpan pada hantor Wﬂayah meIaporLan hasﬂ m\,entansam tersebut Lepada Kepala

o Kantor. Wilayah yang bersangkutan. -

Unit Kearsipan pada Kantor Operasmnal melaporkan hasﬂ invéntarisasi tersebut kepada
Repala hantor Operasmnal yang bersangkutan _

.Ixepala Kantm Wﬂayah/chala Lantor Operasmnal me!akukan selcks1 leblh lanjut apakah

arsip-arsip yang sudah. diinventaris tersebut memenuhi syarat untuk diserahkan kepada ANRL

. f: Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Operasional yang bersangkutan wajib menyampaikan
- hasil. inventarisasi dan. penyeleksmnnya tersebut . kcpada Sehetarls Jenderal Departemen

' ‘,; Keuangan u.p. chala Biro Umum. dengan tcmbusan kepada Sehetans Ditjen/Sekretaris

Badan yang bersangkutan

Sekretaris Jenderal u:p Kepala Biro Umum meneruskan usulan terscbut kepada I‘:m Khusus
- Akuisisi Nasional Ax sip- Orde, Baru dan Kabmat Reformasi Pembangunan di. hngkungan
. Departemen Keua:ngan untuL melakul..an pemlmm | . ‘ :

Tim Akuisisi tersebut melakukan penilaian atas arsip-arsip yang tercantum® dalam daﬁar hasil

: ,mventansam ar snp, apakah arsq) tersebut memenulu syarat untuk diserahkan chada ANRL

1. Hasil penilaian tin akuisisi dllaporkan oleh Ketua Tim kepada Sekrctans Jenderal wp Kepala
... Biro Umum d1se1'ta1 1ckomendasl penvelesaian lebih lanjut, Voo

Sekretarxs Tenderal up chala ‘Biro Umum ‘membuat surat pembentahuan Lepada I\epala

Kanwil/Kepata Kantor Operasional yang mengusulkan agar. segera memindahkan .arsip-arsip

.. vang telah direkomendasi tersebut kepada Biro 'Umum, Sckretariat Jenderal -Departemen

Keuangan dengan dibuatkan Berita Acara Pemindahan sesuai dengan contoh formulir VI,

: Kepala:Biro “‘Umum setelah melakukan~konsultasi ferlebih dahulu:dengan  Arsip Nasional
- Republik  Indonesia, selanjutnya  atas ‘nama. Sekretaris  Jenderal - Departemen Keuangan

menyerahkan arsip-arsip yang bernilai pertanggungjawaban nasional tersebut kepada Alsip
Nasional Republik Indonesia, dengan dibuatkan Berita Acara PenVGrahan Amp Staus gesual
dengan contoh formulir VI R v

.. Kepala Biro Umum melaporkan hasil penyerahan arsip tersebut kepada Menteii Keuangan,
~ Sekretaris Jenderal, dan Pimpinan unit.eselon I yang bersangkutan. :

§. Lain-lain :

s Dilam pelaksanasn Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru dan Kabinet Reformasi- Pemibangunan di
dacrah, dapat dibentuk Tim Akuisisi Nasional ‘Arsip “Orde “Baru- dan Kabinet 'Reformasi
Pembangunan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan yang me:mpunyal

' tugas melakukan pendataan, inventarisast arsip, penilaian, ‘dan pcnycrahan amp vang mcmpun\ ai
mla1 peﬁangguno}awaban nasmnal kepada Ars1p Nasmnal Wllamh )
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C. Tata Cara Pelaksanaan Akuisisi Nasional Arsip;Orde Baru dan Kabinet Reformasi. © -

1.

b

Pendataan a S T
Unit Kearsipan di Imgkungan Departemen Keuancran melakukan pendataan arslp yang: ters:mpan

' pada unilnva masing-masing dengan menggunakan contoh. formulir T-pedoman ini, dengan

mendata aspek-aspek informasi dan berkas arsip vang meliputi :

. 1) Jenis arsip : berkas/dokumen yang diciptakan dan-atau. disimpan di Umt Kearsipan/Unit

Pengolah (dapat diambil dari buku agenda dan fisik arsip);

. 2) Tahun arsip kurun waktu pengiptaan arsip;

3) Jumlah/Volume ars1p yana ada di unit kerja dalam satuan berkas Iembar bendel

. 4) Media ar51p mehpuu kertas, pandang dengar arsip, karto grafic atau arsip elekironik.
) Kondisi fisik -arsip, berkaltan dengan keadaan fisik ars:p sepern robek, rusak, rapuh, tidak

jelas dan sebagamya . ,
6} Lokasi arsip :Unit/ternpat penyimpanan arsip; -
7) Asal arsip : Unit Kerja yang memberkaskammenaptakan arsip;
8) Kondisi ruang penyimpanan : meliputi kelembaban udara, AC, ventilasi, Inas ruangan; .
9) Keterangan : dapat d'igunakaﬁ'unltuk hziljﬁai vang dianggap peﬂ’u,'_i'ni_sglnyzi‘_' asli/tembusan.

Inventarisasi dan Seleksi Lebih Lanjut = -

Setelah dilakukan pendataan arsip, dilakukan inventarisasi vyaitu ‘proses -lanjutan dari

pengumpulan data arsip dengan melakukan-seleksi awal untuk menyeleksi arsip yang mempunyai

nilai guna pertanggungjawaban nasional dengan menggunakan contoh formulir II pedoman ini,

untuk memperoleh informasi mengenai ;

a. Klasifikasi arsip : mengelompokkan arsip "berdasarkan kesamaan masalah. Misalnya :
Pelaksanaan anggaran { SKO, SPP, dan SPM Rutin ) diklastfikasikan dalam Klasifikasi KU=
Keuangan .

b. Tahun arsip : tahun. dlbuatfdlclptanya arsip;

¢. Diskripsi arsip : uraian ringkas isi berkas/dokumen yang memuat mfonnas1 arsip yang

dituangkan dalam judul dan uraian yang jelas, penode terbltnya.’termptan} a sejak awal hingga

- selesainya kegiatan, dan bentuk redaksi-menyangkut format arsip yang ada, apakah SK, DIP,
DIK, PO, Laporan, Memorandum, Risalah Rapat, dan lain-lain sebagainya.,

d.- Retensi arsip : retensi arsip yang tercantum dalam J adwal Retensi Arsip vang berlaku; -

¢. Keterangan : dapat digunakan untuk hal- hal yang dianggap perlu, misalnya terhadap suatu
- Keputusan, harus mencantumkan apakah masih berlaku atau sudah tidak berlaku, bila sudah
tidak berlaku, sejak kapan mulai tidak berlal.unya '

Formulir Daftar Inventarisasi Arsip {: Fonnuhr. II ) dlpergunakan juga untuk. mclalmkan seleksi
lebih lanjut.

. Penilaian B T

Terhadap arsip-arsip vang telah dldata dan telah dunventmsasl, dilakukan penﬂamn, untuk

Tingkat Pusat oleh Tim Akuisisi, untuk Kantor Wﬂayah/lxantor Operasional oleh Unit Kearsupan
3masmg-masmg atau Tim Akuisisi vang dlbcntuk olch Kepala Kantor Wﬂayah masmg—masmg,
“dengan memperhatikan hal-hal sebagai. berikut : SR A
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Kepentingan lembaga pencipta {creating agency) o
Ketentuan hukum yang spesifik dan mengikat sesuai dcngan matcnnya
Peraturan perundang-undangan kcars1pan

. Kepentingan masyarakat; - R

- Pertanggungjawaban Nasional: - - .. .

oo Tp

Langkah-langkah penilaian :

1) Periksa kolom retensi jenis ars1p, tahun, retens1, volume, mcd:a a:rslp, tmgkat keashan, nilai
guna, dan rekomendasi; - g ‘

2) Rangkumlah dan nilai data-data tersebut dengan metode TRY ke dalam Formuhr Proscs
Penilaian Arsip seperti contoh formuhr ;- :

Untik menefitukan nilai guna arsip, yaitu- apakah suatu arsip mempunyai nilai guna primer

* . atau nilai guna sekunder dengan berpedoman pada Jadwal Retensi’ Avsip. Selain itu, dapat
pula sebagai acuan menggunakan tolok ukur melalui pendekatan TRY ( Tidak, Ragu, Ya ),
antara lain dengan melakukan penﬂatan seperu contoh di bawah. ini, ymtu ‘ S

- Nilai Guna Primer : I :
~a. Nilaiguna Admzmstram . . Ya/ T1dak/ Ragu-ragu (Y/T/R)
¢ NilaigmmaHukum °© ~ Ya/Tidak /Ragu-ragu (Y/T/R)
d. Nilai guna Keuangan ‘ Ya/ Tidak / Ragu-ragu (Y/T/R)
e. Nilai guna Ilmiah & Teknologi  Ya/ Tidak / Ragu-ragu (Y/T/R)
. Nilai Guna Sekunder.: . - - o Lcn o
. 8. Nilai guna Kebuktian - .. - - Ya/Tidak/Ragu-ragu (Y/TR) . -
b, Nilai guna Informagional . . .. _,_Yaledak/Raguragu (Y/T/R)' R

~ Setelah dilakukan pemlman, dlambﬂ kes:mpulan untuk menentukan mlal gunanya sepertl d1
bawah m1 :

No Berpuna Bernilai _ _ _ .
atau Tidak atau Tidak ..+ Proses yang harus dilaksanakan = -7 -
.| Urat | (Nilai Primer) (Nilai . - Lo e : e
B -~ Skunder) ‘ . :
I ) T ) N S ) —— l . (,4)..
_ T | em | Musnahkan S
2, T -y . R . [ Pindahkan ke UK sambil menunggu. perubahan status menjadL
o B _ |\ TTatauTY
N R | Y | PindahKan ke UK setemsnya untuk dlserahkan ke, ANRl Prisat/
C o ‘ ‘ | Daerh
4. R T Ditahan (retenm) di UP sampai sta‘fusnya men_]adl TI‘
e RO R Dapat ditahan’ di UP atau dipindah ke UK sampm statusnya
menjadi TT ateu TY )
6 R Y Pindahkan ke UK sampai statusnya menjadi TY
7 Y T Ditahan di UP sampal statusmya men_]adl'l‘l‘
8 Y R 'DltahandeP sampai statusnya menjadl'ITatauTY
9 Y ‘ Y v' Dapat dxtahan di UP atau dipmdah ke UK sampal statusnya
o men}amTramuTY o
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3) L.akse.makan penilaian arsip sesuai dengan kaidah-kaidah atau kriteria-kriteria yang telah
diuraikan tersebut di atas (dengan berpedoman pada JRA dan TRY) maka arsip tersebut
‘dapat direkomendasi sebagai berikut :

- a. Terhadap arsip-arsip yang bersifat in aktif agar dipindahkan dari Unit Pengolah ke Unit
- Kearsipan; ° = ST e R s )
b. Arsip yang sudah tidak bernilaiguna dan melampaui jangka waktu simpan, agar diusuikan
untuk dimusnahkan sesvai dengan ketentuan yang berlaku; :
c. Terhadap arsip yang sudah tidak bernilaiguna untuk pelaksanaan tugas, sudah melampaui
jangka waktu simpan menurut JRA, tetapi mempunyai nilai guna pertanggungjawaban
nasional, dinsulkan untuk diserahkan ke ANRVANWIL sesuai prosedur yang berlaku.

- 4) Terhadap arsip yang memenuhi syarat dalam penilaian untuk akuisisi, dicatat ke dalam daftar
- pertelaan yang diusulkan unfuk diserahkan' dengan menggunakan contoh formulir IV
pedoman ini. - K : -

5) Terhadap arsip yang tidak memenuhi syarat untuk diakuisisi, dicatat dalam formulir daftar
pertelaan untuk disimpan atau untuk diusulkan pemusnahannya, dengan menggunakan
~ contoh formulir V pedoman ini. o - ‘

4, 'Pehj"éfahan :
a. Tingkat Pusat - o | ‘ |
Penyerahan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dilakukan oleh Biro Umum
dengan menggunakan Formulir Berita Acara Penyerahan Arsip Statis seperti contoh formulir

VI pedoman ini, setelah terlebih dahulu konsultasi dengan Arsip Nasional Republik
Indonesia.

b. Tingkat Daerah

Penyerahan arsip statis kepada Arsip Nasional Wilayah dilakukan oich Kepala Kantor
Wilayah/Kepala Kantor Operasional yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir
Berita Acara Penyerahan Arsip Statis seperti contoh formulir VII Pedoman ini, setelah
terlebih dahulu konsultasi dengan Arsip Nasional Wilayah di daerah sesuai dengan wilayah

kerjanya sebagai berikut :
No. ANWIL Kedudukan Wilayah Kerja (Propinsi)

1. | Propinsi DI Aceh Banda Aceh DI. Aceh dan Sumatera Utara
Propinsi Suinatera Padang Sumatera Rarat, Riau, Bengkuln, Jambi, dan
Barat Sumatera Selatan

3. | Propinsi Jawa Barat Bandung Jawa Barat dan Lampung

4. | Propinsi Jawa Semarang Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta
Tengah

5. | Propinsi Jawa Surabaya Jawa Timur dan Bali
Timur

6. | Propinsi Nusa Kupang Nusa Tenggara Timuz, Nusa Tenggara Barat
Tenggara Timur

7. | Propinsi Kalimantan Pontianak Kalimantan Barat, Kalimantan Tengal,
Barat Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan

8. | Propinsi Sulawesi Ujung Pandang Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Selatan Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah

9. | Propinsi Irian Jaya Jayapura Trian Jaya dan Maluku
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~ Catatan o o o _
Khusus Kantor Wilayah dan Kantor Operasional yang berada di wilayah DKI Jaya,
‘penyerahan "arsip statis kepada Arsip. Nasional Republik Indonesia- dilakukan melalui
Sekretaris Jenderal n.p Kepala Biro Umum dengan menggunakan Formulir Berita Acara
Penyerahan Arsip Statis seperti contoh formulir V. Pedoman ini. _ ,

5 Pciaporan

a. ngkat Pusat

... Hasil penyerahan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dilaporkan oleh
- Kepala Biro Umum kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dan kepada lepman
Unit eselon I yang bersangkutan.

b; ngkat Dacrah

1) Hasil penyerahan arsip statis dari Kantor Wﬂayah kepada Ars1p Nasmnal Wilayah
dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Seckretaris Jenderal Departemen
Keuangan u.p Kepala Biro Umum dan Pimpinan Unit eselon [ masing-masing,

2) Hasil penyerahan arsip statis dari Kantor Operasional kepada Arsip Nasional Wilayah

dilaporkan oleh Kepala Kantor Operasional kcpada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro

. Umum, ' Pimpinan Umt eselon I masmg-masmg, dan Kepala Kantor Wilayah yang
. bersangkutan. . ‘



Contoh Formulir I

DAFTAR PENDATAAN ARSIP

.................................................

Nama Kantor / Unit Ketja *)

..................................................

Unit Pendata/tanggal **)

Lampiran

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor
Tanggal

1191 /¥MK. 0172000
131

Mei 2000

Alamat e
NO. JENIS ARSIP TAHUN | JUMLAHIVOLUME | MEDIA | KONDISIFISIK | LOKASIARSP asaLapstp | KONDISEUANG | kererancan )

Catatan: *) Diisi Unit Organisasi Tingkal eselon [Luntuk Kantor Pusat dan Kantor yang berdiri sendivi (Otono) unink Tingkut Daerah;

**) Diist Unit Kearsipan yang bersangkutan,
waky Dapal digunakan untuk hel-hal yang dianggap perlu, misalnya asli atau terabosan dan sebagainya.




('.?ontoh. E m'muli'r i[

Nama Kantor / Unit Ketja

Alamat

NO. KLASIFIKAS| ARSIP

o o s iy T = T e A tE s e e b

- 28~ Larapiran
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 191 /KMK. 01 /2000
Tanggal :31 Mei 2000

............................................

...........................................

DESKRIPSI MEDIA | voLume L. JENISARSIP RETENS _| KETERANGAN =

Asli .. e eanreasini e e

o [ | Tembusan | awr_ ] wnaer 1 ore [P LM

SO\

Keforangan:

s (DK) Linili Keinbali.
e (P) Permanen.

Rk (WD) Musnait,

#op ke

Dapat diginakan untuk hal-hal yang dianggap perfu, siisabnya terhadap suatu putusan, harus mencartukan

apakah masil berlaku atwi tidak Levlaku, bila sudah fdak berluku, sejk kapan midai tidak berlakunya.

D | D
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Con.toii‘ forniulir 111

" FORMULIR PROSES PENILAIAN-ARSIP

;
%
|
|

Tanggal Penilaian ;

|
l

Penilai i
Atasan Penilai/Kepala Unit Kearsipan |
g
. o P, : !
Nama Kantor/Unit Kerja : ! Jenis Arsip : ' i Tahun Arsip :
; 1
| { Volume

f Masih berlakuftidak berlaku *)
| Tanggal mulai tdk beriaku :

? |
| | Catatan ™).

Deskripsi Arsip
Retensi arsip : Media arsip : ‘
Aktif
Inaktil - L] Al ! || Tembusan.
Batas wakiu simpan :
| NILAIGUNA PRIMER"} : . NILAIGUNA SEKUNDER™}
| a. Nilaiguna Administrasi : Ya/Tidak/ Ragu-ragu; I a.  Nilaiguna Kebukiian . YalTidak / Raguragy;
b.  Nilaiguna Hukum © Ya/Tidak/Raguragy; |b. Nilaigunainformasional . Ya/Tidak / Ragu-ragu.
¢, Nilsiguna Keuangan : Ya/Tidak / Ragu-ragy; | |
d. Niaiguna fimiah / Tekno- | ! |
‘. logi © Ya!Tidak/ Ragu-ragy; | '
Nilaiguna Prirmer . Ya/Tidek/Raguragu. | Nilaiguna Sekunder ©Ya/Tidak / Ragu-ragu.
Rekomendasi i
*i ?
|
' !
:
i :
. 1
Katerangan

*)  Coret vang tidak perhy;

=#) Diisi dengan informasi yg berkaitan dg keterangansuraian dalam jadwal retensi arsip, misalnya tanggal PAN o
diundangkan, tanggal pembuatan berita acara pelaksanaan penusnahan arsip, tanggal selesainya secara iunkas -
penyelesaian suatu masalah, tanggal pelaksanaan tindak lanjut dari iemuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan

fimgsional dan sebagainya.
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Keputusan Menteri Keuangan

Nomor  : 191/KMK.01/2000
Tanggal 31 Mei 2000
Contoh formulir I'V e S

DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DIUSULKAN
| ~ UNTUKDISERAHKAN

CNAmMA TNSATIEL L vttt e e

Alamat T .........................
'F " ; | JUMLAHIVOLUME | oo
. . i . i
No. { JENIS ARSIP - 1 TN G anBende) | KETERANGAN
| i i
: : |
[ i i i
; | !
i i !
{ 1
|
i
|
i
!
| |
! E |
i i !
i i
I ? 3
i i
| | | |
1 al ] -
e A i :
) i ; i
s : |
i i
i i . I
§ H : 1
| |
Sekretaris Jenderal'Kepala Kantor Ketua Tim Akuisisi Arsip

Wilavah/Kepala Kantor *)

Agus Harvanto ' - Al Kadir
NIP 060035211 NIP 060034716

Keterangan
*)} Caret yang tidak perlu.”
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Keputusan Menteri Keuangan
Nomor  :191/KMK.01/2000

Contoh formulir V

DAFTAR PERTELAAN ARSIP UNTUK DISIMPAN /
USULAN PEMUSNAHAN

Tanggal :31 Mei 2000

ol e
Mengetahui 1 “ - '

Nama Instansi  ©  .ovvrrriieriiriieeeneanans JUUTTOTTRT
Alamai ... Freer s
S R JUMLAH / VOLUME |
NO. JENIS ARSIP TAHUN (Satuan Bendel) KETERANGAN
1
|
| |
| !
i !
| i ]
i i 2
| |
!
i
| i
; |
4 I |
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Keputusan Menteri Keuangan
Nomor  191/KMK.01/2000
Tanggal 31 Mei 2000

‘ .
CONTOH FORMULIR VI

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP STATIS YANG MEMENUHI SYARAT
UNTUK DISERAHKAN KE ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR BA-
‘ Pada hari ini, ................. tanggal ..o, bulan ........... Lotahun , kami yaﬁg
bertandatangan di bawah ini : '
1. Nama/NIP
Jabatan

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Unit Pengolah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama/NIP

Jabatan
dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Unit Kearsipan Depaﬂemen Keuangan, yang selanjutnya disebut
PTHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dan PIHAK KEDUA telah menerima arsip statis
-seperti tersebut dalam Daftar Pertelean Arsip Statis yang diserahkan terlampir untuk diproses lebxh lanjut
. penyerahannya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Demikian Beﬁta Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

......................... P NI

Yang menerima R | | Yang menyerahkan
PITHAK KEDUA PIHAK PERTAMA, -

NIP NIP
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© o .33. .
CONTOH FORMULIR VIU

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS
KE ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA / ARSIP NASIONAL WILAYAH

" NOMOR :BA- -
Pada hari ini, ... e tanggal o bulan ... tahun..........coe.e , kami yang
bertandatangan di bawah ini :
1. Nama/NIP
Tabatan

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Departemen Keuangaﬁ, yang selanjutnya disebut PTHAK
PERTAMA. ‘

2. Nama/NIP

" Jabatan
dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Arsip Nastonal Republik Indonesia / Arsip Nasional Wilayah, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. _ ‘ _ :

Ményatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dan PIHAK KEDUA telah menerima, ai'sip statis
seperti tersebut dalam Dattar Pertelaan Arsip Statis yang diserahken terlampir untuk disimpan di Arsip Nasional
Republik Indonesia / Arsip Nasional Wilayah. o _

- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Yang menerima ‘ o Yang menyerahkan
PIHAK KEDUA : - C PIHAK PERTAMA



Keputusan Merteri Keuangan

Nomor  : 191/KMK.01/2000
Tanggal :31 Mei 2000
Contoh Latihan Pengisian Formulir I "
DAFTAR PENDATAAN ARSIP
Nama Kantor / Unit Kerja #) Biro Orgariisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal —
' : Departemen Keuangan.
Uﬁit Pendata/tanggal **) Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
' /1 September 1999,
Alamat J1. Lapangan Banteng Tinur No. 2-4 Jak@rta Pusat.
NO. JENIS ARSIP TAHUN | JUMLAHIVOLUME | MEDIA | KONDISIFISIK | LOKASIARSP ASAL ARSIP KRIRIING | KETERANGAN ™
1. | Pemusnshan arsip pada Kantor 1599 i bendel Kertas Baik Bagian Bagian - Ber- AC; Asli
Perbendsharaan dan Kas Negara - Kelenbagaan Kelembagaan - Ventilasi aukup;
Bandung 1. o - Ruangan cukup.
2. | Penyempurtiaan Organisasi Direk- 1989 - 1 berkas Kertas Baik Bagian Bagian - Ber- AC; Minuta (Asli]
torat Jenderal Pajak. . Kelembagaan Kelembagasn - Ventilasi cukup,
- - Ruangan cukup,
3. |Usulm Daffar Usulan Kegiatan 1985 1 berkas Kertss Baik Bagian Bagian | - Ber- AC: Asti
{DUK} dan Daftar Usulan Proyek : Ketatalaksanaan Ketatalaksanaan - Ventilasi cukup;
(DUP) Birc Organisasi dan ' ~ Ruangan cukup,
Ketatalaksanasm ,
4. | Penyempurnaan Organisasi 1981 1 berkas Kertas Baik Bagjan Bagian - Ber- AC; Ashi
Inspektorat Jenderal Departemen . . Kelembagaan Kelembagaan « Ventilasi cukup:
Keuangan. - Rnangan cukup.
Catatan: *)  Diisi Unit Organisasi Tingkat eselon T untuk Kantor Pusat dan Kantor vang berdiri aenchn (Otonom) untuk ']‘mgkat Daerah;

**)  Diisi Unit Kearsipan yaug bersangkutan dan tanggal dilakukannya pendataan;

***} Dapat diguniakan untuk hal-hal yang dianggap perfu, misalnya asli atau tembusan dan sebagainya.
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Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 191 /KMK.01/2000
o : Tanggal 3L Mei 2060
Contoh Latihan Pengisian Formulir II
DAFTAR INVENTARISASI ARSIP
Nama Kantor / Unit Kerja  : Bire Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekvefariat Jenderal — Dep. Keuangan.
- Alamat : -+ J1. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat.
- NO. KLASIFIKAS] ARSIP TAHUN DESKRIPSI MEDIA | VOLUME JENIS ARSIP ' : RETENS KETERANGAN *}
b ‘ Asli Tembusan Aktif Inaktif -| DK* P hare
L (O?‘)Pgnyempumam Organi |+ 1989 ‘| Arsip penyempwmaan organisasi | Kertas 1 berkas Asli - Sampai . - | P - |~ Armip penyem-
sasi Direktorat Jenderal Pa- Direktorat Jenderal Pajak yamg - dg 10 th - pumaan  organi-
Jak. ditetapkan dengan Keputusan ' setelah sasi Ditjen Pajak

Menteri Keuangan Nomor : keputus tersebul mempu-

276/KMK.01/1989  merupakan ' an teiwe nya  nilaiguna

arsip vang sangat penting dan o -| but dinya sejarah / bersifal
bemilai sejarah nasional, karena : takan G- permaner,

- Organitasi Direktorat Jende- dak ber- - Menumt ketentu
ral Pajak yang disempuma- o llaka ., an arsip ini ha-rus
kan ini mendukung terlaksa- disimpan sampai’
nanya Undang-undang Perpa dengan 10 tshun
jakam Nomor 6, 7, damn 8 setelah keputnsan
Talmn 1983 yang mempakan ter-sebut
reformasi di bidamng perpa- dinyatakan tidak
jakan yang mengnbah sistem berlaku;

perpajakan dari sistem office
aseessment menjadi sistern
self assessment;

- Dalam Organisasi Direktorat
Jenderal Pajak ini terlihat
secara legas adanya pemi-
sahan tugas dan fingsi Pe-
nyuluhan, Pelayanan, dan Pe
meriksaan yang tercermin
dengan adanya unit pelayan-
an dengan nomenklatur Kan-
tor Pelayanan Pajak, wmit pe-

Keputusan orga-
nisasi Ditjer Pa-
jak momor 276/
KMK.01/1989
dicabut/dinya-
takan tidek ber-
lakn lagi sejak
tanggal 21 Mei
1992 dengan
Keputusan Men-
tei  Keumgan
TOMOT 516/
KMK.01/1992
tanggal 21 Mei
1992,




L

Lampiran

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor

<191 /KMK.01/2000

.- Tanggal . :31L. Mei -2000

NO.

KLASIFIKASI ARSIP

TAHUN

DESKRIPSI

MEDIA

VOLUME

JENIS ARSIP

RETENSI

Asli

Tembusan

Inaktif DK*

" KETERANGAN

nyuhthan dengan nomen-
kiatur Kantor Penyuluhan
dan unit Pemeriksaan: dan
Penyidiken sejalan demgan

Jjiwa undang-undeng - perpa-

jakan tersebut di atas.

Arsip  ini  tertatamernberkas
datam bentuk dosier terdiri dari ;

Surat  usslan  Direktur
Jenderal Pgiak  kepada
Menteri Kenangan nomor S-
275/PJ.12/1988 tanggal 22
Juli 1988; ‘

Nota dinas rahasia dari Biro
Organta kepada Sekretaris
Jenderal Departemen Ke-
uangan nomor NDR-453/
SJ.5/1988 tanggal 5 Oktober
1988 mengenai telaghan atas
usulan komsep organisasi
Ditjen Pajak;

Nota dinas rahasia dan
Sekretatis Jenderal Depar-
temen Kevangan kepada
Menteri Keuangan nomor
NDR-1035/ 5J/1988 tanggal &
Okiober 1988  mengenai
telaahan atas usulan konsep
organisasi Ditjen Pajak:
Svorat  usulan  Menteri
Kevangan kepada Menpan
nomor SR-225/MK.01/1938
tanggal 11 Oktober 1988;
Surat persetmjuan Menteri
Negara Pendayagunasn Apa-
rahr Negara Nomor B-298/

)

- Batas waidu

simpan arsip ter-
sebut  sekurang-
kurangnya harus
sampai dengan 21
Mei 2002 '
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Lampiran
Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 1191 /KMK.01/2000
Tanggal Mei 2000
NO. KLASIFIKAS| ARSIP TAHUN  DESKRIPSI MEDIA VOLUME JENIS ARSIP R_ETENSI — .. KETERANGAN
= ' . N : Asli Tembusan-’ | Ak Inaktif. | DK ] P* | M® § ..

= UMENPAN/3/89 tanggal 17 |
Maret 1989,

- Dokumen hasil pembzhasan
antara staf Biro Organta
dengan Ditjen Pgak, dan
Departemen Kenangan
dengan staf Kantor Menpan;

- Keputusan Menteri Keuang-

: an Nomor 276/KMK.CG1/
1989 tanggal 25 Maret 1989
tentang Organisasi dan Tata

) Kerja Direktorat Jenderal

R _ Pajak beserta verbalnya.

2. (KU) Usulan Paftar Usulan 1985 Arsip - ini pada sast tercipta Kertas 1 berkas Ash - Selama " § 1 tahun - - M Arsip ind  tidak
Kegiatan (DUK) dan Daftar mempunyai nilaiguua  adminis- ' talnm getelah’ mempunyal -
Usulan Proyek (DUP) Biro trasi karena berisiken informesi anggaren | PAN laiguna  sejarah/
Organta Tahun 1986/1987. mengenai rencana kepiatan/pro- yang ber | dim- - tidak bersifat per

17 ' ' yek beserta rencana pengang- sangkut- |- dang- manen; _
garannya. an berja- | kan Menurut  keten-
Artsip ‘ini tertata secara serd lan, tuan yang ber-
mennrut takun berkas. g lakit mempurnyai

jangka wakiu
simpan  inaktif
sampai dengan 1
tahun setelah
PAN talun ang-
garan yang ber-
sangkutan  diun-
dangkan:

PAN tahun ang-
garan 1986 / 1987
diundang-  kan
tanggal 20 Juli
1989 dgn
Undang-undang
nomor 5 Tahun
1989 sehingga




bodeddgiud 833

Keputusan Menteri Keuangan

1999 tamggal 8 Juli 1999
perihal WUsul = Pemusnahan
Arsip/Dokuimien vang, sudah
Tidak Mempunyai Nilaiguna
dari KPEN Bandung T;
Hasil penilaijan dan
rekomendasi  dari Ketua
Panitia Penilai Arsip
Departemen  Kenangan
dalam nota dinas nomor ND-
486/S1.5/1999° tanggal 2
September 1999;

Keputmsan Menteri Kenang-
an Nomwor S508/KM.1/1999
tanggal 5 Okiober 1999
tentang Pemusnahan Arsip
pada KPKN. Bandung I
beserta verbalnya.

Nomor  : 191/RMK.01/2000
Tanggal Mei 2000
NO. KLASIFIKASIARSIP | TAHUN DESKRIPSI " MEDIA VOLUME JEHIS ARSIP SN RETENSH KETERANGAN .
- : : ] B | . Ash Tembusan Akt Inaktif DK* P M ‘
batas waktu simn-
pan arsip terse-but
sekurang-ku-
fangnya  sampai
dengan = 20 Juli
1890,
3 [ (OT) Pemwsnzhan Amip | 1999 | Arsip ini pada saat diciptakan | Kertas 1 Berkas Asli - Sampai | 2tahun | - - M Arsip ini
pada Kantor Perbendaharaan mempunyai nilaiguna  adminis- ‘ dengan 2 mempunya
dan Kas Negara Bandumg, [. trasi karena berisikan penetapmm th * sete~ jangka  wakin
dari Menteri Keuangan mengenai Jlah simpan aktif’
Pemusnahan Arsip KPKN Ban- .| laporan sampai’ dengan 2
. | dung I. Arsip ini tertata/mem- pelaksan .. tahun  setelah
| berkas dalam bentuk dosier ter- gan - . laporan ;
“diridari: . pemusna ‘| - " pelaksanam
-~ “Surat Sekvetariz Ditjen Ang- han pemusnahan
garan ' Nomor S-2693/A.1/ © | amsip.” - arsip, dan insktif

2 tahurn; :
Sampai saat o
belum ° ada
laporan
permuenalian
arsip dari KPKIN
Bandurig, 1
schingga belum
dapal diketahui
batas = wakiu
simpan’ arsip
tersebnt.




-39- Lampiran
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 191 /KMK.01/2000
Tanggal Mei 2000
— — . —
NO. KLASIFIKASE ARSIP TAHUN DESKRIPSI MEDIA VOLUME JENIS ARSIP RETENS KETERANGAN
Asli Tembusan Akt Inaktf DK* P+ M
4.--{(OT) - Penyempumaan | 1981 : Arsip penyernpumaan organisasi | Kertas 1 Betkas Asti - Sampai . - - P B Assip ini mem-
Organisasi Inspektorat | =~ | Imspektorat Jenderal ini beristkan | dg 10 th punyai nilaiguna |
Jenderal Departemen |~ penafaan  kembali  strukiur setelah sejarah/bersifat i
Kenangan. ‘ organisagi dan pemibagian tugas keputus pemmanen; .
S unit-unit organisasi di lingkungan an temse Menurut  keten-
Inspektorat Jenderal Departemen but dinya tusn  yeng ber-
Kevangan sebapgai pelaksanaan takan - lakn arsip terse-
lebih lanjnt Keppres' Nomor 57 dak ber- but herus r:hsun-
Tahun 1980. lakn. pan sampai dgn
Penyempumnaan organisasi . 10 talm setelah
Inspektorat  Jenderal  yang keputsan  terse-
ditetapkan.  dengan  Keputusan but dinyatalcan
Mentei  Keuangan  Nomor tidak berlakn,
595/KMK.01/198] tanggal 15 ; Keputusan  no-

Okiober 1981 merpakan arsip
yang sangat penting dan bernilai
sejarah  ¥arema  menetapkan
struktur  organisasi Mspektorat
Jenderal Departemen Keuangan.
Arsip  ind  tertata‘memberkas
dalam bentuk dosier terdini dani :
~  Surat usulan Inspektur
Jendexal Departesnen
Keuangan kepada Menteri
Keuangan nomor S-
421/1171/1980  tanggal 30
Aprl 1980 perihal Usul
Perubahuny/Penyempumasn
Organisasi;

- Surat usulan  Menteti
Kevangan kepada Presiden
nomor  SR-§0/MK.0171980
tangeal 27 Juni 1980 perihal
Penambahen Unit Eselon 11
pada Inspektorat Jenderal;

mor 595/
KMK.01/31981 imi
telah” = dica-
but/dinyatakan

tidak berlaku lagi
sejak tang-gal 23
Septem-ber 1983
dgn  Keputusan
Menteri Ke-
wangan - NOmMOT

© 800/KMK.01/198

.5 - tanggal 23

" . September 1985,

sehingea ~ batas
aktu simpan arsip
tersebut seku-
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Keputusan Menteri Keuangan

Nomor  : 191/KMK.01/2000
Tanggal : 31 Mei 2000
-NO. - KLASIFIKASI ARSIP TAHUN | -DESKRIPSI MEDIA | VOLUME ‘JEle‘ARSIP : ..o RETENSI i) KETERANGAN
oo ] : o Asli Tembusan Akif - Inakhf Di* | Sl O i SR
~  Surat pefsemjuah Menpan ' : - _ - : ] mhg - kunéngnya i
TIOMmOT - B- ' e - . sampai dg 23
925/ MENPAN/10/81 - . C o S : September 1995.
tanggal 10 Okiober 1981; ;
"~ Keputusan Menteri
Keuangsn : nomoer

595/KMK.01/1981  tanggal
15 Oktober 1981 tentang
Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat ~ Jenderal
Departemen - Keuangan
beserta verbalnya.

.Keterangan :

* (DK} Dinilai Kembali,
' .- (P) Pexmanen.
- (M) Musnah.
*x¥% Dapat digunakan untuk hal hal yang dianggap periu, mlsainya terthadap suatu putusan, harus mencantumkan
apakah masih berlaku atau tidak berlaku, bila sudah fidak berlaku, sejak kapan mulai tidak berlakunya.
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Keputusan Menteri Keuangan

Nomor + 191/KMK.01/2000
Tanggal : 31 Mei 2000

Contoh Latihan Pengisian Formulir 11

FORMULIR PROSES PENILAIAN ARSIP

Penilai : Priyatno, SE. : Tanggal Penilaian : 5 Oktober 1999

Atasan Penitai/Kepala Unit Kearsipan -
Utjn Rachmat, 8.1 ./Kabag. Kelembagaan, ... -

Nama Kantor/Unit Kefja Jenis Arsip : Tahun Arsip 1085
Biro Organisasi dan Ketatalaksaan, . | (OT) Penyempurnaan Organisasi rVo]‘um-e - : 1&:};95,
Sekvetariat Jenderal Departemen - | Direktorat Jenderal Pajak. o ‘ Lol e
Keuangan. o L e | Mesifrberaku/tidak bertaku *) -
' i " Tanggat mulai tdk beriaky : 21-5-1992
' Catatan ) © -

Deskripsi Arsip T

Arsip “peniyempurnaan organisasi Direktorat: Jenderal Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
276/KMK.01/1989 merupakan arsip yang sangat penting dan bemilai sejarah nasional, karena Organisasi Direktorat Jenderal Pajak
yang, disempumakan ini mendukung terlakeananya Undang-undang Perpajakan Nemor 6, 7, dan § Tahun 1983 yang merupakan
reformasi di bidang perpajakan yang mengunbah sisteni-perpajskan dari sistem office assessment menjadi sistem self assessment,
dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak ini terlihat secara tegas adanya pemisahan tugas dan fingsi Penyuluhan, Pelayanan, dan Pe
meriksamn yang tercenmin dengan adanya unit pelayanan dengan nomenklatur Kentor Pelayanan Pajak, unit penyuluhan dengan
nomenkiatur Kantor Penyuluhan dan wnit Pemeriksaan den Penyidikan sejalan dengan jiwa undang-undang perpajakan tersebut
Arsip inf testata’'memberkas dalam bentuk dosier terdiri dar ; Surat usnlan Direkiur Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan nomor
$-275/P3.12/1988 tanggal 22 Juli 1988, Telaahan dari Biro Organta kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dengan Nota
Dinas Rahasia nomor NDR-453/ SJ.5/1988 tanggal 5 Oktober 1988, Telaghan dari Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan kepada
Menteri Keuangan dengan Nota Dinas Rahasia nomor NDR-105/ SJ/1988 tanggal 6 Oktober 1988, Surat usulan Menteri Kenangan
kepada Menpan nomor SR-225/MK.01/1588 tanggal 11 Oktober 1988, Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara nomor B-298/I/MENP AN/3/89 tanggal 17 Maret 1989, Dokumen pembahasan antara staf kantor Menpan dengan Departenien
Keuangm, dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Direkiorat Jenderal Pajak beserta verbalnya.

Retensi arsip: - . o Media arsip | Kertas.
AKtif  : Sampai dg 10 th setelah keputusan tersebut dinyata - i L

kan tidak berlaku. D o
Inakttf : — [ sl ! || Tembusan.
Batas waktu simpan © sampai dengan 21 Me1 2002. : ,,l‘ B
NiLAlGUNA_PREMER_*): o e e _NILAIGUNA_SEKUNDER*): : o
a. Nilaiguna Administrasi . Ya/ Tidak+RagUragu; a.  NAaiguna Kehuktian : YalIidakLB_agyuagu;
1 b, Nilaiguna Hukum : Ya/ Tidak-+Rapteragu, b. Nilaiguna informasional  :  Ya/ Tid&K T Raguragu.
¢. NiaigunaKeuangan =~ i “Ya/Tidak/Ragueragu. | - © e e
d. - Nilaiguna limiah / Tekno-- R SR S
logi ' T ‘%lﬁdak‘fRaguia‘ au; }
| Nilaiguna Primer. . -~ Ya/Tidak?Ragiragu. - | Nilaiguna Sekunder .- Ya! Tidak-+Regu-ragy:
Rekomendasi :

Meskipun arsip tersebut bemnilaiguna sejarah/bersifat permanen, namun karena belum melampani jqngk'a waldn simpan menurot
ketentuan yang berlaku yaitn sampai dengan tanggal 21 Mei 2002, maka arsip penyempurmaan organjsasi Ditjen Pajak tahpn 1989
tersebut masih harus tetap disimpan pada Riro Organta sekurang-kurangitya sampai dengan tanggal 21 Mei 2002 dan setelah itu arsip
tersebut dapat diusulkan untuk disershkan kepada ANRI sesuai prosedur yang berlaku. o L

Keterangan :

*} Coret yang tidak perlu. o

**) Diisi dengan inforrasi yg berkaitan dg keterangan/uraian dalam jadwal retensi arsip, mxsah}ya tanggal PAN
diundangkan, tanggal pembuatan berita acara pelaksanaan pemusnshan arsip, tanggal selesainya secara tuntas
penyelesaian suatu masalah, tangga! pelaksanaan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan

fungsional dan sebagainva.
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Keputusan Menteri Keuangan
Nomor  : 191/KMK.01/2000.
- Tanggal 731 Med © 2000
Contoh Latihan Pen_glsmn Formuhr III

FORMU LIR PROSES PEN ILAIAN ARSIP

Penilai . Soeripto. SH. - ‘Tanggal Penilaian :::5 Oktober 1999
Atasan Penilai/Kepala Unit Kearsipan : B
Utju Rachmat, S.H./Kabag. Kelembagaan.

Nama Kantor/Unit Kerja : Jenis Argip v e o Tahun ArsipTasss. 0 T e
Biro Orga:ﬁsé_éi"daﬁ Ketatalaksaan, “(KU) Usnlan Daftar Usnlan Kegiatan | Volume 1 berkas. s

| Sekretariat Jenderal Departemen, . | (DUK) dan Daftar Usulan Proyek
Keuangan | (DUP)Biro Organta TA. 1986/1987 | Masih berlakuftidak berlaku *)

Tanggal mulai tdk berlaku ;

Catatan **) ! tanggal PAN 20.7- 1989 ‘

SIS

f-DpsknpSI Arsup : T Lo
i «Arsip ini pada saat tercipta mempunyeu nﬂa:guna aclmrmstmsx karena bensikan mf'anmm mengenm Tencana keg_laban/pmvek bﬁena
TIeNCANA penganggaTAIIyA. ¢

ﬂu's:p ini tenaLa secara sert menurut tahun berkas

‘Refensiarsip: . L 0 Mediaarsip’: Kertas
-' Aktlf B Selmnatahm anggaran vang ber sanekutanbeqalan ' R .

| inaktn‘ ltalumsetelahPAthundangkm o Al ] Tembusan,
 Batas waktu Simpan © sampai dengan 20 Juli 1990, o S o

I

| NILAIGUNA PRIMER") | NILAIGUNA SEKUNDER") : -

' a. Niaiguna Administrasi  © —Ya/ Tidak FRagu-ragy ;a Nilaiguna Kebuktian © ¥ Tidak HRagu-rage: -
b. Nilaiguna Hukum © Ya/Tidak Raguragy; | b, Nilaiguna Informasional * - &7 Tidak Ragu-+age:
i.¢c. Nilaiguna Keuangan X Jﬂal'ﬁdakLRagu-;agu i ' U

d.  Nilaiguna limiah / Tekno- . f

logi . Y&/ Tidak FROQUTAQE, | . T N

Nilaiguna Primer o 7vad Tidek / Regeragu, Nilaiguna Sekunder ~ : ~¥erd.Tidek FRagragy.
Rekomendasa | ' '

Karena arsip ini sudsh tidek mempunyai mlmguna pnmer lagi, tidak mempunyai nilaiguna sejarsh dan telah melampam ]angka wakin
simpan menurnt ketentuan yang berlaku, maka arsip ini dapat diusalken untuk dimusnatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku’
Dberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 796/KM.1/1995 tentang, Pednman Penyusutan Arsip di Lingkungan Depanemen
Keuangan,

" Keterangant: -+ L e

“*) - Coret yang tidak perlu P ' : ' ‘

“*%y"Diisi dengan informasi yg berkaltan dg keteranganfurman dalam Jadwal retens1 arsip, mlsalnya ta.nggal PAN
diundangkan, tanggal pembuatan berita acara pelaksanaan pemusnahan arsip, tanggal selesainya secara tuntas -
penyelesaian suatu masalah, fanggal pelaksanaan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan
fingsional dan sebagainya. S S T N
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Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 191/KMK.01/2000
: : Tanggal : 31 Medi 2000
Contoh Latihan Pengisian Formulir 1 T : S

FORMULIR PROSES PENILAIAN ARSIP

Penilai  Lalla Fadila, S.IP. Tanggal Penilaian : s Oktober 1999

Atasan Penilai/Kepata Unit Kearsipan :
Utju Rachmatl, §.H./Kabag. Kelembagaan,

Nama Kantor/Unit Kerja : o Jenis Arsip : . | Tahun ATSID © 1999,

Biro Organisssi dan Ketatalaksaan,. - | (OT) Pemusnshan Amip pada Kantor - | Volume * 1 berkss.
Sekretariat Jenderal Departemen Perbendaharaan dan Kas Negara
Keuangan. ' Bandung I. { Masih berlakuftidek berlaku ™)

Tanggal mulai tdk berlaku :

1 Catatan ") . belum ada laporan pelaksana
‘ -an pemnusanshan arsip,

Deskripsi Arsip

Arsip ini' pada sast diciptakan mempunyai nilaiguna administrasi karena berisikan penetapan dari Menteri Keuangan mengenai

Pemusnahan Arsip KPKN Bandung I. Arsip ini tertata/memberkas dalam bentuk dorsier terdiri dari: - !

- Surat Usulan dari Sekretaris Ditjen Anggaran nomor S-2693/A/1/1999 tanggal 8 Juli 1599; : 3 !

- Hasil penilaian dan rekomendasi dari Ketua Panitia Penilai Arsip Departemen Keuangan (ND-486/S15/1999 tangeal 2 |
September 19997; S R - : ‘

- Kepumsan Menteri Kenangan tentang Pemusnahan Arsip pada KPKN Bandung 1 (nomor S08/KM.1/1999 tanggal 5 Oktober

" 1999 beserta verbainya). ' ‘ o S o

Retensiarsip: ' Media arsip © Kertas

AKtf - . Sampai dengan 2 th setelah laporan pelaksanaan o

pemusnahan arsip. . o
Inaktif . 2tahun. E Asli; / ﬂ Tembusan. ;
E
Batas wak!u simpan : sampai dengan 2 th setelah laporan pelaksanaan pemisnahan arsip. - E
NILAIGUNA PRIMER") - I NILAIGUNA SEKUNDER") : _ N
a.  Nilaiguna Administrasi o Ya/ Fidak FRagu-ragy; a. Nilaiguna Kebuktian =~ = :  Ya/lHdak MRagu-rag:
b. MNilaiguna Hukum © Ya/Tdek LRagusagy; | b.  Nilaiguna Informasional . :  YaiTidak ARagu-ragu-
¢.  Nilaiguna Keuangan o ¥a/Tidak LRagu-ragy, : ‘ _ : . ‘ :
d. Nilaiguna llmiab / Tekno-
logi o Y/ Tidak FRagweragm,

Nitaiguna Primer © YalTek{ Rageragy. | Nilaiguna Sekunder © Ya?TidekRaguragiL

! Rekomendasi- .

| Meskipun arsip tersébﬁt.udak mempunyai nilaiguna sejarah namun- karena masih dipergunakan mtuk.mmunjmg kegia!an
administrasi sehari-hari dan beham melampsui jangka waktu simpan menurut ketentuan yang berlaku, maka arsip tersebut harus tetap
disimpan pada Biro Organta sampai dengan dilampaninya jangka waktu simpan setelah adanya laporan pelaksanaan pemusnahan arsip
“ersebut. - ‘ . ) : R . |

]

Keterangan :

*y Cloret yang tidak perlu. _ o - r
=%} [)iisi dengan informasi yg berkaitan dg keterangan/uraian dalam jadwal retensi arsip, Inlsamya tanggal PAN
diundangkan, tanggal pembuatan berita acara pelaksanaan pemusnahan arsip, tanggal selesainya secara tuntas

penyelesaian suatu masalah, tanggal pelaksanaan tindak Ianjut dari temnuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional dan sebagainya. ‘ . S . S .
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Keputusan Menteri Keuangan

Nomor @ 191/KMK.01/2000
Tanggal : 31 Mei 2000

Contoh Latihan Pengisian Formulir 111
FORMULIR PROSES PENILAIAN ARSIP

Penilai . Barnu Sulono, S.H. Tanggal Penilaian ; 5 Oktober 1999

Atasan Penilai/Kepala Unit Kearsipan
Utju Rachmat, S.H./Kabag, Kelembagaan.

Nama Kantor/Unit Kerja : Jenis Arsip Tahun Arsip © 19801981,
Biro Orpanisasi dan Ketatalaksaan (OT) Penyempurnaan Organisasi | Volume * 1berkas.
Sekretariat Jenderal Depanemen ‘ Inspektorat Jenderal Depaftemen ' | o

Kenangan, : Keuangan. Masif-berakutidak berlaku ¥)
' ‘ Tanggal mulai tok bertaku : 23.9-1985

Catatan ™} -

Deskripsi Arsip :

Arsip penyempumaan organisasi Inspekiorat Jenderal ini berisikan penataan kembali stniktur orgenisasi dan pembagian tugas unit- /\
unit organisasi di Ingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Keuanigan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keppres Nomor 57 Tahon
1980,
-Penyempurnaan organisasi Inspektorat Jenderal yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kenangan Nomor 595/KME. 01/1981
tanggal 15 Okicober 1981 merupakan arsip yang sangat penting dan bernilai sejarah karena menetapkan struktor orgamisast Inspektoral
Jenderal Departemen Keuangan.
Armp ini rerata/memberkas dalam bentuk dosier terdiri dari : ’ i
Surat usulan Inspektur Jenderal Departemen Keuangmam kepada Menteri Iaeuangan nomor S-421/13/1/1980 tmlggal 30 Apnl 1980
perihal Usul Perubahan/Penyempurnaan Organisasi; _
Surat usulan Menteri Keuangan kepada Presiden nomor SR- SOIML 01/1980 tanggal 7 Juni 19_80.pe1ihal Penambahan Unit
Eselon I pada Inspektorat Jenderal,
- Surai persetujuan Menpan nomor B-925/FMENPAN/10/8] tanggal 10 Oktober 1981; !
- Kepumsan Menteri Kenangan nomor 59 5/KMK.01/ 1981 tanggal 15 Oktober 1981 tentang Organisasi dan Tala Kerja Inspektorat |
Jenderal Departemen Keuangan beserta veﬁ;ahwa ;
Retensiarsip: Media arsip : Kertas |
Aktif  : Sampai dengan 10 tahun setelah keputusan tersebut |
dinyatakan tidek berlakar. o . . ]
| Inaklif ©— o [ Asl { ] Tembusan, =~ = |
Batas waktu simpan sampai denga.n 23 September 1994. o ' —~
| NILAIGUNA PRIMER") - . NILAIGUNA SEKUNDER™ ; o
a. Nilaiguna Administrasi . Yol Tidak HRagurage: a. Nilaiguna Kebuktian.. D YafHdak /FRagurags
, b.  Nilaiguna Hukum : Ya/Tidak FRagu-ragu; b. Nilaiguna informasicnal :  Ya/ Hdak [Ragu-ragu-
‘¢ Niaiguna Keuangan © Ya/Tidak LRagu-ragu; : o
 d. - Nilaiguna llmiah / Tekno-
logi o TYa! Tidak Ragu-ragy,
i Nilaiguna Primer : 7Ya/Tidak/Rageragu. | Nilaiguna Sekunder © YarTakiRageTagy. | )
Rekomendam

'Ic.arena arsip ini memplmyai nilaipuna sejarah/bermfaz permanen dan armp ini telah melampam jamgka Waktu sn‘npan ymtu telah

melampaui 23 September 1995, maka a;tnp ini dapst dingutkan untuk diserahkan kepada ANRI sesusi dengan prosedur yang berlaku.

J

Keterangan ;

* Coret yang tidak perln.

*¥) Diisi dengan informasi yg berkaitan dg keterangan/uraian dalam _]adwal retenm ar51p, mxsa]nya tanbgal PAN
. diundangkan, tanggal pembuatan berita acara pelaksanaan pemusna.'nan arsip, tanggal selesainya secara tuntas
penyalesaxan suatu masalah, tanggal pelaksanaan tindak lanjut dari temuan hasil pemerﬂ\saan aparat pengawasan
fungsional dan sebagainva.
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Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 191/KMK, 0172000
Tanggal : 31 Mei 2000

Contoh Latihan Pengisian Formulir IV B L P

DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DIUSULKAN
UNTUK DISERAHKAN-

Nama Instansi : Biro ' Umum, Sékretariat ' Jefideral, Depsitemen ’

Keuangan
Alamat . J1. Lapangan Banteng Timur No. 2:4, Jakarta Pusat, ‘“

S L g JUMLAH } VOLUME. ..
NO... . JENISARSIP . .. | TAHUN (SsuanBonde) |  METERANGAN
1. [(OT) Penyempumasn Orgariisasi 1981 B R UM

Inspektorat  Jenderal  Departemen L

Keuangan.

SestssamasssTavaadan FAdiassENEaEnRENART AT Rk b

Sekretaris Jenderal/Kepata Ramor - Ketua Tim Akuisisi Arsip
Agus Haryanto Ali Kadir
NIP 060035211 NIP 060034716

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu.
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: Keputusan Menteri Keuangan
oy Nomor  :191/KMK.01/2000
L Tangga] - 31 Medl 2000
Contoh Latihan Pengisian Formulir V SR _
DAFTAR PERTELAAN ARSIP UNTUK DISIMPAN /
- ] -4 _. _.. ‘.‘..;‘ .;'..
Nama Instansi : Biro  Organta, Sekretariat . Jenderal, Departemen. -
Keuangan.
Alamat :  JL. Lapangan Banteng Timur No, 2-4; JakartaPusat. . - L,
NO..| JENISARSIP L - TAHUN (Satuan Bendel) KETERANGAN,
1. (OT)  Penyempumnaan  organisasi 1989 I TR
Direktorat Jenderal Pajak. ' -
2. | (OT). Pemusnahen Arsip pada Kantor 1999 | 1
"+ i Perbendaharaan  dan  Kas Negara :
Bandung L. ‘ ;
}
Mengetahui :
Kepala .........o..cooilll Ketua Panitia/Tim Pemusnahan Arsip

................................................................




-47 - Lampiran
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 191/EMK.01/2000
Tanggal : 31 Medt 2000

Contoh Latihan Pengisian Formulir V

DAFTAR PERTELAAN ARSIP UNTUK BISBERAN:/
USULAN PEMUSNAHAN

Nama Instansi  : Biro Orgenta, Sekretariat Jenderal, Departemen

Keuangan.
Alamat. .. .: Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat..
"
JUMLAH { VOLUME
: NO. JENIS ARSIP TAHUN {Satuan Bendel) KETERANGAN
L (‘_'KU) Usulan Daftar Usulan Kegiatan ‘ 1985 - R

(DUK) dan Daftar Usulan Proyek
(DUP) Biro Organta tahun anggaran | .
1986/1687. ‘

Mengetahui :

--------------------------------------------------
..............



LAMPIRAN

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor  :191/KMK.0L/2000
Tanggal ;3_1 - Mei 2000

CONTOH LATIHAN PENGISIAN FORMULIR V1

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP STATIS YANG MEMENUHI SYARAT
UN]UK DISERAHKAN KE ARSIP NASIONAL REPUBL]K JNDONESIA
NOMOR : BA—OI/SJ 5/1999 - '

* Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun seribu sembilan ratus sembzlan
puluh sembilan, kami yang bertandatangan di bawah ini : : : : .

~ 1. Nama/NIP : Ny. Retno RA. Siregar / 060033142
+ Jabatan ~ :KepalaBiro Organisasi dan Ketatalaksanaan

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

2. Nama/NIP : Ali Kadir / 060034716

Jabatan : Kepala Biro Umum

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Unit Karsipan Departemen Keuangan, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA. ‘

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dan PIHAK KEDUA telah menerima arsip statis
seperti tersebut dalam Daftar Pertelaan Arsip Statis yang diserahkan terlampir untuk diproses lebih lanjut
- penyerahannya kepada Arsip Nasional Republik Indonsia.

Demikian Benta Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 29 November 1999

Yang menerima Yang menyeratikan
PIHAK KEDUA : S ' PIHAK PERTAMA
Ali Kadir : : - Ny. Retno RA. Siregar

NIP 060034716 : : NIP 060033142



LAMPIRAN

Keputusan Menteri Ke
Nomor : 191/KMK. 01/2G0C
Tanggal 31 Mei  200¢

- 49 -
CONTOH LATIHAN PENGISIAN FORMULIR vI

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS-
KE ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA / ARSIP NASIONAL WILAYAH
NOMOR : BA-01/87.8/1999

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan,
kami yang bertandatangan di bawsh ini -

1. Nama/NIP : Ali Kadir / 060034716

Jabatan : Kepala Biro Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan
dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Departemen Keuangan, yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

2. Nama/NIP . Djoko Utomo, MA / 360000109
Jabatan : Deputy Konservasi Arsip pada Arsip Nasional Republik Indonesia

dalam hal imi bertindak atas nama dan untuk Arsip Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyershkan dan PIHAK KEDUA telash menerima arsip statis
seperti tersebut dalam Daftar Pertelaan Arsip Statis yang diserahkan terlampir untuk disimpan di Arsip Nasional
Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 1 Desember 1999

Yang menerima Yang menyerahkan
PIHAK KEDUA ' PIHAK PERTAMA
Diocko Utomo, MA Al Kadir

NIP 360000109 NIP 060034716



